PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PRO DUR

Wulhr

DINAS PEMBERDAYAAN MASYSRA
DANDESA [l




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan
penyusunan “Standar Operasional Prosesdur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi
Kalimantan Tengah. Bahwa SOP-AP ini merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, selain itu
SOP-AP ini juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural serta sistem kerja,
sehingga seluruh sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah dapat
melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah distandarkan agar lebih terarah dan terukur sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur
kRhususnya Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian penyusunan SOP-AP ini kami lakukan dan diharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan
penyusunan SOP-AP dikemudian hari.




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

)

y

Nomor SOP

SOP/UMUM/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi
Kenaikan Pangkat PNS

4, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas

Peringatan
Apabila proses Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai akan tertunda

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana
1.

Peralatan/Perlengkapan

PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian tentang kenaikan pangkat

1.

Dokumen Peraturan Kepegawaian

2. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

Pencatatan dan Pendataan
DUK, Kartu Kendali Kenaikan Pangkat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Penpolah Data | Kasubbag Umum . Pendokumentasi
Kepegawaian | & Kepegawaian Sekretaris | Kepala Dinas Surat Kelenghkapan Waktu Outpiit
Membuat daftar pegawai yang akan
naik pangkat Pada pe'riode bulan Kartu Kendali _ |bakar kenaikan Terkait SOP

1 |Februari, April, Juni, Agustus, Kenaikan Pangkat, | 5 menit ngkat pegawal Pembuatan DUK
Oktober, atau Desember tahun Data DUK pa peg
berjalzn
Memhbuat surat pemberitahuan | 2 Draft surat
kepada PNS yang akan naik Daftar kenaikan .

2 - . 10 menit {pemberitahuan -
pangkat  terkait  persyaratan Ya pangkat pegawai kenaikan kat
kelengkapan dokumen r 1 pang
Memeriksa surat pemberitahuan. ¥ Draft surat
{ika surat sudah benar maka Draft surat pemberitabuan
diparaf, jika masih ada kesalahan . kenaikan pangkat

3 . A pemberitahuan 10 menit h -
pada surat, dikembalikan kepada Tidak kenaikan rat yang sudah diparaf
Pengolah Data Kepegawaian untuk pang Kasubbag Umum &
diperbaiki Kepegawaian

Draft surat
, h 4 pemberitahuan
Menandatangani surat kenalkan pangkat Surat
4 [pemberitzhuan kenaikan pangkat p g Smenit |pemberitahuwan -
(a.1 Kepala Dinas) yang sudah diparaf kenaikan pangkat
- REp Kasubbag Umum & pang
Kepegawaian
Menyampaikan surat 4 Surat Surat

5 |pemberitahuan ke masing-masing pemberitahuan 5 menit |pemberitahuan -
Bidang dan Sekretariat kenaikan pangkat kenaikan pangkat
Menyampaikan berkas lepada - Surat Berkas kenaikan

6 Pengolah Data Kepagawaian pemberitahuan 60 menit pangkat ’

kenaikan pangkat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Kasubbag Umum . Pendokumentasi
Kepegawatan & Kepegawalan Sekretaris | Kepala Dinas Surat Kelengkapan Waktu Output
Melakukan verifikasi kelengkapan Tidak
berkas kenaikan papgkat ']lka . Berkas kenaikan
belum  lengkap  dikembalikan Berkas kenaikan
7 . R 15 menit |pangkat yang sudab -
kepada Pegawai untuk dilengkapi, y pangkat diverifikasi
jika sudah lengkap dilanjutkan a
pada proses selanjutnya
h 4
Membubuhkan cap legalisir berkas Berkas kenaikan . Berkas kenaikan
8 Kenaikan pangkat pangkat yang 10 menit |pangkat yang sudah -
pang ——— sudah diverifikasi dilagalisir
v
Memparaf legalisir berkas kenaikan Berkas kenaikan Legalisir berkas
9 3 menit . -
pangkat ‘ pangkat kenaikan pangkat
Menandatangani legalisir berkas - Berkas kenaikan
Legalisir berkas .
10 jkenalkan pangkat {an Kepala . 5 menit {pangkat yang sadah -
; kenaikan pangkat . N
Dinas) 1 dilegalisir
Y Berkas kenaikan
Membuat surat pengantar kenaikan Surat pengantar
1 angkat pangkat yang 10 menit kenaikan panghkat i
pang - sudah dilegalisir pa




Pelaksana Mutu Bakn
No Keglatan Keterangan
Pengolah Data | Kasubbag Umum . Pendokumentasi
Kepegawaian & Kepegawaian Sekretaris | Kepala Dinas Surat Kelengkapan Waktu Output
Memerik t ta -
emeriksa  sura pengantar
kenaikan pangkat, jika masih adaj Surat. pengantar
- . kenaikan pangkat
kesalahan gikembalikan kepada Surat pengantar .
12 . - 5 menit |yang sudah diparaf -
Pengolah Data Kepegawaian untuk kenaikan pangkat
e Kasubbag Urnum &
diperbaiki, jika sudah benar maka Y Ya Kepegawaian
dibubuhlean paraf pes
Memeriksa  surat  pengantar +
kenaikan pangkat, jika masih ada f(zﬂﬁézl?:;gz?;:at Surat pengantar
kesalahan dikembalikan kepada Tidak pan, . |kenaikan pangkat
13 . yang sudzh diparaf | 5 menit . -
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Umum & yang sudah diparaf
untuk diperbalki, jika sudah benar Ya o wgaian Sekretarts
maka dibubuhkan paraf pega
¥ Surat pengantar Suralf pengantar
. . kenatican pangkat
Menandatangani surat pengantar kenaikan pangkat
14 N 5 menit {yang sudah -
kenalkan pangkat tyang sudah diparaf .
. ditandatangani
Sekretaris .
Kepala Dinas
Memberikan nomor dan stempet | Surat‘ pengantar Surat pengantar
b kenaikan pangkat
surat pengantar kenalkan pangkat .. Ikenalkan pangkat &
15 yang sudah S menit -
dan mencatainya dalam lkartu ditandatangani softcopy
kendali 8 kelengkapan berkas

Kepala Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Fenigaisn D_ata . Un'!um Sekretaris | Kepala Dinas FERTARIEES Kelengkapan Waktu Qutput
Kepegawaian & Kepegawaian Surat
Menyerahkan surat pengantar :
T P
kenaikan pangkat beserta softcopy A Surat pengantar Surat pengantar i
; i kenaikan pangkat & . Pengelolaan
file berkas kenaikan pangkat kenaikan pangkat &
16 keoad —— b Otk softcopy 30 menit softeo Surat
epa sl dg vl ". kelengkapan 4 Keluar/Naskah
dikirim ke Badan Kepegawaian kelengkapan berkas | ..
Daerah berkas Dinas

-

i
——

i

3 Utdma

Muda
97005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/02/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

isahkan Oleh
o = Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pembuatan surat tugas tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
pembuatan surat tugas akan terhambat

Nama SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas
2. Mengetahui dasar penugasan pegawai

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Surat Undangan/Permintaan

Pencatatan dan Pendataan
Arsip surat tugas




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No ISepntn Kasubbag dan | Pengadministrasi | Kasubbag Umum | Sekretaris / Kepala Dina Pendokumentasi Kelengkapan Waktu Output &
Ketua Tim Umum & Kepegawaian Kabid P . Surat e
1 Mengajukan permohonan Disposisi Kepala A6 imaRiE Permohonan <
pembuatan Surat tugas Dinas, Undangan Surat tugas
Membuat konsep Surat Tugas y
; i Permohonan Surat .. |Konsep Surat
2 |berdasarkan pengajuan dari Bidang / i 5 menit Tugas :
Selretariat T Ya & &
Memeriksa draft Surat Tugas. Jika Draft Surat tugas
masih ada yang salah dikembalikan Ronsen Sirat yang sudah
3 |kepada Pengolah Data Kepegawaian Ya 5 " sp 5menit |diparaf Kasubbag
untuk diperbaiki, jika sudah benar| Tidak - Umum &
diparaf 1 Kepegawaian
" L J
Menj:eriksa draft Surat Tugas. _llka Draft Surat tugas Draft Surat tugas
masih ada yang salah dikembalikan Tidak yang sudah diparaf
4 5 menit |yang sudah -
kepada Kasubbag Umum untuk Kasubbag Umum & Binacst Salceiaits
diperbaiki, jika sudah benar diparaf Kepegawaian p
Menandatangani surat tugasyang B Draft Surat tugas ::;:;mgas yang
5 |sudah di paraf Kasubbag Umum dan yang sudah diparaf] 10 menit | ; -
: ¢ ditandatangani
Sekretaris Sekretaris ;
1 Kepala Dinas
¥ Surat tugas yang
Memberikan nomor dan stempel sudah
. Surat tugas ditandatangani amenit [SuratTops
i £ Kepala Dinas
7 |Mengarsipkan dokumen surat tugas @ Surat Tugas 5 menit [Arsip surat tugas




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
'Yl DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomaor SOP SOP/UMUM/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i Oleh
Disahis e Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur
Sipil Negara

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

1. SOP Pembuatan DUK
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas

Peringatan

Apabila proses pengajuan usul pensiun pegawai tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
surat usul pensiun untuk pegawai yang bersangkutan tidak dapat dibuat/diproses

Nama SOP

PENGAJUAN USULAN PENSIUN

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami persyaratan pensiun
2. Mengetahui dan memahami aturan kepegawaian tentang pensiun

Peralatan/Perlengkapan
1. Kartu Kendali Penjagaan Pensiun
2. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

Pencatatan dan Pendataan
Arsip surat dan berkas pensiun pegawai




Pelaksana Mutu: Baku
No Keglatan Keterangan
Pengolah Data | Kasubbag Umum
Kepegawaian & Kepegawaian Sekretaris Kepala Dinas Pegawai Kelengkapan Waktu Output
Memeriksa kartu kendall penjagaan
1 pensiun dan membuat surat ( \ DUK, Kartu Kendali 5 menit Surat pemberitahuan )
pemberitabuan kepada PNS yang akan J Ya Penjagaan Pensiun pensiun
memasuki masa pensiun 1
Memeriksa surat pemberitahuan. ]!ka ¥ Surat pemberitahuan
surat sudah benar maka diparaf, jika . )
) Surat pemberitahuan ., |pensiun yang sudah
2 |masih ada kesalahan pada surat, ensiun 15 menit diparaf Kasubha -
dikembalikan kepada Pengolah Data Tidak P U:wm & Kepe gwa.lan
Kepegawaian untuk diperbaiki pega
¥ Surat pemberitahuan
Menandatangani  surat pemberitahuan peasiun yang sudah .. [Surat pemberitahuan
3 . . . 5 menit ) -
pensiun (a.n Kepala Dinas) diparafl Kasubbag pensiun
Umum & Kepegawaian
Menyampaikan surat pemberitzhuan ke Surat pemberitahuan Surat pemberitzhuan
4 \ i i 5 menit ) -
masing-masing Bidang dan Sekretariat pensiun pensiun
Mengisi  formulir  pensiun dan - R .
; Ya . Formulir Pensiun,
menyampaikan berkas persyaratan Surat pemberitahuan .
5 . 2hari  |Berkas persyaratan -
pensiun  kepada  Pengolah  Data pensiun nsiun
Kepegawaian » Pe
Melakukan  verifikasi  kelengkapan
berkas persyaratan pensiun. Jika belum Tidak Formulir Pensiun, Berkas persyaratan
& |lengkap dikembalikan kepada Pegawal Berkas persyaratan 15 menit |[pensiun yang sudah -
untuk dilengkapi, jika sudah lengkap pensiun diverifikasi
dilanjutkan pada proses selanjutnya
¥
Berkas persyaratan Berkas persyaratan
7 |Melegalisir berkas persyaratan pensiun pensiun yang sudah 10 menit |pensiun yang sudah -
diverifikasi dilegalisir
¥
i Berkas persyaratan Berkas pesyaratan
syarata
8 Memparaf legalisi berkas persyaratan pensiun yang sudah 5 menit  |pensiun yang sudah -

pensiun

dilegalisir

dilegalisir dan diparaf




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Kasubbag Umum
Di I w
Kepegawalan & Kepegawaian Sekretaris Kepala Dinas Pegawai Kelengkapan aktu Output
L Berkas ratan
Menandatangani legalisir berkas i . |Legalisir berkas
3 persyaratan pensiun (a.n Kepala Dinas) PR yang sudah St persyaratan pensiun i
G dilegalisir dan diparaf
h 4
10 Membuat surat pengantar usulan Ya Legalisir berkas Einendt Draft Surat pengantar i
pensiun persyaratan pensiun usulan pensiun
L
Memeriksa surat pengantar usulan Draft Surat pengantar
i i ; Tidak -
pensiun, jika masih ada kesalahan| T — usulan pensiun yang
11 |dikembalikan kepada Pengolah Data Ya usulan ns“:ung 5menit |sudah diparaf -
Kepegawaian untuk diperbaiki, jika| X o Kasubbag Umum &
sudah benar diparaf Kepegawalan
Memeriksa surat pengantar usulan Draft Surat pengantar
pensiun, jika masih ada kesalahan usulan pensiun yang Surat pengantar usulan
12 |dikembalikan kepada Kasubbag Umum Tiddk Ya sudah diparaf 5 menit |pensiun yang sudah -
untuk diperbaiki, jika sudah benar maka Kasubbag Umum & diparaf Sekretaris
dibubuhkan paraf Kepegawaian
Surat pengantar usulan Surwt pesigpnter usiden
Menandatangani surat pengantar usulan . ., |pensiun yang sudah
13 : pensiun yang sudah 5 menit z -
pensiun 5 i ditandatangani Kepala
) diparaf Sekretaris A
Dinas
Surat pengantar usulan Terunggahnya Texku 508
14 Me:r.gunggah MoRion AN Jesu 41 dan softcopy dokumen 5menit |dokumen usul pensiun Perigelolaan
Aplikasi Sitaguh BKD : 3 Surat Keluar/
usul pensiun di Sitaguh BKD :
5 Naskah Dinas




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/04/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh
~a ¥ Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

P'Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas

Peringatan
Apabila proses pengajuan pembuatan gaji berkala tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka proses kenaikan gaji berkala akan tertunda

Nama SOP PENGAJUAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahul dan memahamai peraturan tentang kenaikan gaji berkala
2. Memiliki keahlian pengelolaan gaji berkala

Peralatan/Perlengkapan
1. Peraturan tentang kenaikan gaji PNS terakhir
2. SK Kenaikan gaji berkala terakhir
3. Kartu Kendali Kenaikan Gaji Berkala

Pencatatan dan Pendataan
Kartu kenaikan gaji berkala




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data Kasubbag Umum & ¢
K 1 : u
Kepegawalan Ke sk Sekretaris epala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Data pe i, g
1 Mencermati  buku  penjagaan  terkait K:n dzleig;;:ik};r?aii 40 il Rekap data kenaikan ;
kenaikan gaji berkala bagi PNS yang berhak Berkala E gaji berkala pegawai
2 Membuat SK usulan kenaikan gaji berkala Rekap data kenaikan 30 menit Draft SK kenaikan gaji 3
berdasarkan peraturan terkait kenaikan gaji. v gaji berkala pegawai berkala
a
L J kﬁ is
Memeriksa SK usulan kenaikan gaji berkala. E::&faxy:i“a;u o
3 Jika masih ada yang salah dikembalikan ke Draft surat kenaikan Smenit |di arafKasfbbag )
Pengolah  Data  Kepegawaian  untuk Tidak Ya gaji berkala Ur’:mm &
diperbaiki, jika sudah benar diparaf p 1 Kepegawaian
. ! " Draft SK kenaikan gaji
Memeriksa SK usulan kenaikan gaji berkala. X i Seabi g o dar? | Dival SK kenafkan gaii
4 JER" LR el SR AG A el dl}(emballl::an .ke diparaf Kasubbag 5 menit |berkala yang sudah -
Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika u & disaraf Selrotait
sudah benar diparaf Tidak S priRtatSaTs
Kepegawalan
¥ i i SK kenaikan gaji
ft SK
5 Menandatangani SK usulan kenaikan gaji [b);:kala l;na::‘ajr;fap 10 et berkala yang sudah )
berkala - peng ditandatangani
diparaf Sekretaris X
Kepala Dinas
o Y "|SK kenaikan gaji
Menyerahkan SK wusulan kenaikan gaji — yangs::: dah SK kenailen gl
6 |berkala kepada PNS yang bersangkutan dan ditandatangani Kepala 10 menit .bcrkala -
pembuat daftar gaji ﬁ Dinas P
E Terkait SOP
- Menginput data usulan kenaikan gaji berkala SK kenaikan gaiji Gionih SK kenaikan gaji Pengelolaan Surat
berkala berkala Keluar/ Naskah

di Aplikasi SIMPEGNAS BKN

Dinas




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/05/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i Oleh
Disahkan Ole Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
Pe an Tata Naskah Dina
Keterkaitan
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

Peringatan
Apabila proses pengelolaan surat keluar tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
pengelolaan surat keluar akan terhambat

Nama SOP

PENGELOLAAN SURAT KELUAR/NASKAH DINAS

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
2. Memahami aturan terkait administrasi umum

Peralatan/Perlengkapan
1. Buku agenda surat keluar
2. Buku ekspedisi surat keluar

Pencatatan dan Pendataan
Buku agenda surat keluar, Buku ekspedisi surat keluar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . . X Keterangan
Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi Sekretaris / Pengadministrasi
Tim Umum Kepala Bidang Kepala Dlnas n[’g:rsuratan Kelenglapan Waktn Output
Memerintahkan membuat draft D Konsep surat Konsep surat Terkait SOP
1 - keluar/naskah 10 menit |keluar/ naskah Pengelotaan Surat
surat keluar/ naskah dinas .
dinas dinas Masuk
Mengetik draf surat keluar/naskah Tidak _ Konsep surat Tik net surat
2 |dinas berdasarkan araha - keluar/ naskah 10 menit |keluar/ naskah -
Kasubbag/Ketua Tim I dinas dinas
Mameriksa surat keluar/naskah Ya Draft surat
dinas. Jika sudah benar aka , keluar/naskah
. R Tik net surat .
3 membubuhi paraf koordinasi. ]lkj keluar/ naskah S menit dinas yang sudah )
belum akan dikembalikan untuk| Ya dinas diparaf
diperbaiki ke Pengadministraian Y Kasubbag/Ketua
Umum Tim
Memeriksa surat keluar/naskah i | Draft surat Draft surat
dinas. Jika sudah benar akan keluar /naskah keluar/naskah
4 membubuhi paraf koordinasi. jika Tidak dinas yang sudah 5 menit dinas yang sudah i
belum akan dikembalikan untuk diparaf ' diparaf
diperbaiki ke Kasubbag/ Ketua Kasubbag/Ketua Sekretaris/Kepala
Tim Tim Bidang
Draft surat Surat
X keluar/naskah keluar/naskah
5 Menandatangani surat| dinas yang sudah 5 menit dinas sudah yang .
kelvar/naskah dinas diparaf sudah ditanda
T Selretaris/Kepala tangani Kepala
- Bidang Dinas
Surat
Surat keluar/naskah dinas yang X keluar/naskah
6 Y28 sudah ditandatangani Kepala dinas sudah yang i Surat
Dinas, diberikan penomoran dan sudah ditanda 10 menit :leuar/naskah i
Cap Dinas [Stempel Dinas ) I tangani Kepala inas
1 Dinas
Menyerahkan surat  keluar / 1 Surat Surat
7 |naskah dinas vang akan dikirim keluar/naskah 10 menit |keluar/naskah
dinas dinas

kepada pengantar surat




Pelaksana Mutu Baku
N K ta Keterangan
2 Egiatan Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi Sekretaris / Kepala Dinas Pengadministrasi Keleoghkapan Waktu Outvut S
Tim Umum Kepala Bidang pa Persuratan P P
r
Menerima, menyusunnya
berdasarkan alamat tujuan dan Surat Surat
8 |membawa buku ekspedisi keluar/naskah S menit |keluar/naskah
pengiriman surat keluar untuk dinas dinas
dipergunakan sebagai tanda terima
Mendistribusikan surat A S
keluar/naskah dinas sesuai alamat i Sueat
9 keluar/naskah 30 menit |keluar/naskah -
surat dan memintakan tanda dlens dinas
terima surat keluar/naskah dinas
Mengembalikan buku ekspedisi L Surat Surat
10 |surat keluar sebagai tanda ‘ ’ keluar/naskah 5 menit |keluar/naskah
pengiriman selesai dinas dinas

' emherdayaan Masyarakat dan Desa
i @ntan Tengah,

: / uﬁu/silp., M.IP

qmlil‘na, Utama Muda
P, 197005142006041010



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/06/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh
e B Provinsi Kalimantan Tengah

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pengelolaan surat masuk tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
pengelolaan surat masuk akan terhambat

Nama SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
2. Memahami aturan terkait administrasi umum

Peralatan/Perlengkapan

1. Buku agenda surat masuk
2. Lembar disposisi

Pencatatan dan Pendataan
Buku agenda surat masuk, lembar disposisi




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris
Hipinen Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima naskah dinas/surat masuk dan kemudian Surat masuk, buku agenda surat
1 : 10 menit Surat masuk .
membaca serta mencermati sesuai alamat dan isinya masuk
v
Memberikan tanda tangan pada buku ekspedisi pengirim
2 |dan kemudian membukukan pada buku agenda surat Surat masuk 5 menit Surat masuk -
masuk
|
4 Mengisi lembar disposisi dan menyerahkan surat Sk atas ianit Surat ma?suk dan Lembar )
tersebut ke Kepala Dinas disposisi
Memberikan penilaian atas surat masuk. Jika surat h 4
memerlukan tindak lanjut maka diberikan disposisi dan . ! Surat masuk yang sudah di )
% jika tidak akan diarsipkan atau langsung tinggal parat msil da Lombar dispostat SRdgN disposisi Kepala Dinas
diruangan kerja Kepala Dinas F I
¥
5 Mengambil dan mencatat isi disposisi dan tujuan Surat masuk yang sudah di < it Surat masuk yang sudah di :
surat/berkas tersebut pada buku agenda surat masuk T disposisi Kepala Dinas disposisi Kepala Dinas
¥
6 Menditribusikan surat masuk sesuai disposisi Kepala Surat masuk yang sudah di 5 menit Surat masuk yang sudah di .
Dinas dan memintakan tanda terima disposisi Kepala Dinas disposisi Kepala Dinas
v
. Mengambil dan membawa buku agenda surat masuk ( ) Surat masuk yang sudah di S ineikit Surat masuk yang sudah di )

untuk dipergunakan sebagai tanda terima

disposisi Kepala Dinas

disposisi Kepala Dinas

//
Y s @,,s*.'lp..m.lr
t ma‘fﬂ:atﬁa Muda




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/07/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

isahk: leh
Ensankan; Che Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tidak dilaksanakan sesuai
SOP, maka penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) akan terhambat

Nama SOP PEMBUATAN DUK

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
2. Memiliki keahlian pengelolaan daftar urut kepangkatan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Data DUK Pegawai

Pencatatan dan Pendataan
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan : Keterangan
Kasubbag Umum Pengolah Data Pengadministrasi
& Kepegawalin Kepegawatan Ohiiin Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan penyusunan DUK PNS Disposisi Surat Disoosisi Surat
1 |Dinas PMD Prov. Kalteng berdasarkan permintaan DUK, 5 menit erI:nointaan DUK -
permintaan SOPD terkait Data DUK Pegawai P
Menyiapkan dan menganalisis data- ¥
data PNS tentang SK kenaikan Disposisi Surat ;
pDu S -
2 pangkat, Mutasi, ljazah terakhir, permintaan DUK 1mmk |Kekmep SRS
sertifikat diklat, dil
g |Mesilmit bump UUKCENS Didss BV Konsep DUK PNS 10 menit |Konsep DUK PNS :
Prov. Kalteng
¥
) Tidak
§ [ieniatik Ronsey DUR-FING Ditat PMD » Konsep DUK PNS 5 menit |Konsep DUK PNS .
Prov. Kalteng
J Ya
Memeriksa Konsep DUK. Jika masih Konsep DUK PNS
ada kesalahan dikembalikan kepada _ |yang sudah diparaf i
3 Operator Komputer untuk diperbaiki, Ya Hamep DU 29t Kasubbag Umum
jika sudah benar diparaf dan Kepegawalan
Memeriksa Konsgp DUK. Jika masih Tidak Konsep DUK !’NS Konsep DUK PNS
6 ada kesalahan dikembalikan kepada yang sudah diparaf Ot Loanewidsh disasel
Kasubbag Umum untuk diperbailki, jika Kasubbag Umum dan ey e P
: . Sekretaris
sudah benar diparaf Kepegawaian
5 N h
Pengajuan DUK PNS Dinas PMD Prov. R pIIUIE 2  JJPUIEENE plag o
7 Seattens ke b b oo yang sudah diparaf | 10 menit |ditanda tangani
. Ao sia T Sekretaris Kepala Dinas
3 P DUK PNS yang sudah
8 Nehyifinen arsip DUK NS Tinae WD ditanda tangani 10 menit | DUK PNS -
Prov. Kalteng :
Kepala Dinas

st lﬂyf/hlé{l'l‘engah,
1, WA

gl I?gn s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/08/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

isahkan Oleh
Desahan O Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila proses pembuatan Cuti PNS tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pembuatan
Cuti PNS akan terhambat

Nama SOP PEMBUATAN SURAT CUTI PEGAWAI

Kualifikas| Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
2. Mengetahui dan memahami peraturan cuti pegawai negeri sipil

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Peraturan cuti pegawai negeri sipil

Pencatatan dan Pendataan
Kartu Kendali Cuti Pegawai




Pelakcana Mutu Baku
Ne Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum & | Pengolah Data Sel ris Kepata Dinas Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian Umum
Menerima permohonan cuti yang Disposisi
1 |diajukan pegawai melatui formulir Farmulir cuti S menit |pembuatan cuti -
cuti pegawat
i
Memeriksa kelengkapan Disposisi Konsep surat cutt
2 [persyaratan cuti berdasarkan jenis pembuatan cud 15 menit |pegawai beserta
I permohenan cuti yang diajukan T pegawai persyaratannya
4
Tidak i
Mengetik  konsep  surat  cut > Konsep surat cuti .. |Konsep surat cuti
3 - pegawai beserta 10 menit -
pegawai »” pegawal
[ persyaratannya
Memeriksa konsep surat cuti Ya _
- . Konsep surak cuhi
pegawai. Jika masih ada kesalahan pegawai yaog
) : 1ah .
4 dikembalikan kepa'da Pengola Ya Korisep ‘s.urat cuti 10 menit |sudah diparaf
Data Kepegawaian untuk pegawai
. . 4 Kasubbag Umum
diperbaiki, jika sudah benar dan Repsgawaian
diparaf pegaw
Memeri?{sa‘ kon.';;ep surat  cuti Tidak Konsep surat cuti Konsep surat cuti
pegawai. Jika masih ada kesalahan pegawal yang sudah egawai yang
5 |dikembalikan kepada Kasubbag diparaf Kasubbag | 10 menit [PEBIW Y2 -
. s sudah diparaf
Umum  untuk diperbaikd, jika Umum dan Sekretaris
sutkah benar diparaf Kepegawaian
1 , :
Pengajuan  surat cuti  pegawai Konsep surat cuti Surat cuti pe;awal
i - . yang sudzh ditanda
6 |untuk ditandatangani  Kepala pegawai yang sudah | 10 menit , -
Dinas diparaf Sekretaris tangani Kepala
I Jd Dinas
Menerima surat ijin cuti yang ] Surat cuti pegawai
sudah ditandatangani dan yang sudah ditanda . ;
7 diserahkan ke Pengadministrasi ° tangani Kepala Smenit  [Surac cuti pegawai
Umum Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum & | Pengolah Data Pengadministrasi
Kepegawalan Kepegawalan Sekretaris Kepala Dinas P Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan surat ijin cut L
8 |kepada pegawai yang ' , Surat cuti pegawai 10 menit |Surat cuti pegawai
bersangkutan

n Tengah,

emberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/09/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RiSaEn e Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila proses Pelayanan Pimpinan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan
kegiatan Pimpinan akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan
Lembar disposisi, buku tamu

Nama SOP

PELAYANAN PIMPINAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Sekretaris Pimpinan

2. Kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang penting
3. Mempunyai pengetahuan umum dan wawasan yang luas

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembar disposisi
2. Buku agenda surat masuk
3. Buku tamu

4. Telepon/Faximile




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum & e
Kepegawalan Sekretaris Pimpinan Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan Sekretaris Pimpinan untuk menyiapkan peralatan Agenda kerja, Alat
1 |kerja Kepala Dinas, mengatur, meletakan sesuai tempatnya serta pembersih, Pengharum 5 menit Perlengkapan kerja Pimpinan -
menata ruangan dengan baik ruangan
| |
¥
2 N!enylapkan data, bahan, informasi maupun perlengkapan kerja yang Pf:rle:l'ngkapan kerja 15 menit Perlongkapan kerja Pimpinan .
diperlukan kepala Pimpinan
L 4
3 Mengecek acara kerja harian kepala pada papan informasi kegiatan P‘er}a?lgkapan kerja 16-menit Perlengkapan kerja Pimpinan
dan menyampaikannya Pimpinan
v
" Mengan.zt'ul naskah. dllnas da!1 surat __?va‘ng sudah selesai di tandatangani Pler]clngkapan kerja 10 manit Lembar disposisi Pimplnan .
untuk ditindak lanjuti sesuai disposisi Pimpinan
¥
Melakukan koordinasi terlebih dulu atas event, acara, rapat yang : T~ : e
5 hendak difikutl termasuk lokasi dan acaranya Lembar dispaosisi Pimpinan 10 menit Agenda kerja Pimpinan
v
6 Menjemput dal? mengantar tamu yang bertemu dengan kepala Apgenda kerja Pimpinan 10 menit Pelayanan Pimpinan =
termasuk penerimaan telepon
v
. Membantu Pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan lain yang ( ) Pelayanan Pimpinan pa— Pelayanan Pimpinan )

diperintahkan

ha a Dirias Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s Kalimantan Tengah,




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

* bao
- o
Rt
e "..

R

Nomor SOP SOP/UMUM/10/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ol
Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pengelolaan Surat Keputusan/Instruksi tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka proses pembuatan Surat Keputusan/Instruksi akan terhambat

Nama SOP PENGELOLAAN SURAT KEPUTUSAN (SK) / INSTRUKSI

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
2. Memahami aturan terkait administrasi umum

Peralatan/Perlengkapan
1. Buku agenda SK/Instruksi
2. Surat Masuk/Surat Edaran

Pencatatan dan Pendataan
Buku agenda SK/Instruksi




Pelaksana Mutu Baka
No Kegiatan Keterangan
. Sekretaris / Kasubbag / Retua | Pengadministrasl | Pengadminitrasi
Kepala D
epala Dinas Kepala Bidang Tim Usgum Persuratan Kelenghkapan Walktu Dutput
Memerintahkan dan  mengarahkan , .
1 |Sekretaris/ Kabid untuk menyusun ' } :larat Masulk, Surat | o0 o it gfsposim Kepala .
SK/Instruksi aran Tnas
L
2 Mengarahkan Ketua Tim/Kasubbag Disposisi Kepala 15 ; Disposisi Sekretaris
untuk menyusun konsep SK/Instruksi Dinas menit f Kabid i
L 4
) Disposisi Selretaris Disposisi Kasubbag
3 |Membuat konsep SK/[nstruksi -
pSK/ / Kabid 20 menit | gonia Tim
w
4 |Mengetik konsep SK/Instruksi Disposisi Ka subbag 30 menit |Draft SK/Instruksi -
/ Ketua Tim
F
Memeriksa draft SK/Instruksi Jika ¥
masth ada yang salah maka Ya Draft S](flnstruksi
5 |dikembalikan kepada Pengadministrasi Draft SK/Instruksl | 10 menit igng;;dah ?(:paraf -
Umum untuk diperbaiki, jika sudah Tidak asubbag / Ketua
benar maka diparaf Tim
Memeriksa draft SK/Instruksi, Jika Draft SK/Instruksi .
masih ada yang salah dikembalilan ¥a ang sudah diparaf . Draft SK/Instruksi
6 g yang P 5menit |yang sudah diparaf -
kepada Ketua Tim/Kasubbag untuk Tidak Kasubbag / Ketua g kf i Kp:i d
diperbaiki, jika sudah benar diparaf ! Tim ekretaris/ Ka
Memeriksa draft SK/Instruksi.  Jika b 4 .
masih terdapat kesalahan dikembalikan Draf: SK/Instruksi D::& 5*3:;:5" uksi
7 [kepada Sekretaris,/Kabid untuk Tidak yang sudah diparaf | 10 menit ﬁi g ;uta . -
diperbaiki,  jika  sudah  benar Sekretaris/ Kabid tandatangani
Kepala Dinas

ditandatangani




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris / Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi | Pengadminitrasi
Kepala Dinas Kepala Bidang Tim Umum Paramisn Kelengkapan Waktu Output
Memberikan nomor dan stempel pada Dﬂr:ﬁ::({;:muksi
8 |SK/Instruksi dan mencatatnya dalam zitaidatan ni 5 menit |SK/Instruksi
buku agenda Surat SK/Instruksi Anga
1 Kepala Dinas
g [Meuanbaan SK/mG kipada SK/Instruksi 10 menit [SK/Instruksi

yang berkepentingan




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/11/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Ol
sahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila pelaksanaan rapat tidak dapat berjalan dengan lancar karena persiapan tidak
matang maka kesimpulan hasil rapat tidak akan baik sehingga pelaksanaan kegiatan
dengan dukungan hasil rapat mempunyai hasil yang tidak maksimal

Nama SOP RAPAT INTERNAL

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran kerja
2. Laptop, LCD, Meja, Kursi, Mikropon
3. Makanan dan minuman

Pencatatan dan Pendataan
Notulen Rapat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . Keterangan
Sekretarls Kasubbag Utum & PFramu Kantor Pengadministrasi Kelengkapan Wakiu Output
Kepegawaian Umum
Memerintahkan persiapan pelaksanaan Rapat Disposisi Kepala
1 P pan B P Dinas pelaksanaan 5 menit |Persiapan rapat -
Internal h
rapat internal
Membuat konsep acara Tapat / pertemuan h 4
2 internal meliputl ruangan, daftar hadir, sound Persiapan racat 10 menit |Persiapan rapat )
system, daftar hadlr, notulen rapat dan ersiapan rap P pa
periengkapan lain sesual kebutuhan
¥
Menyiapkan/menata ruang rapat, meja, kursi,
2 |sound system, micropon dan perlengkapan Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapat -
lain sesuai kebutuhan
v
Menyiapkar konsumsi rapat seswai dengan . . . i}
3 kebutuhan dan pendistribusiannya Persiapan rapat 10 menit [Persiapan rapat
w
. had;
4 ?af;{ iapkan doftar hadir dan surat undangan Perslapan rapat Smenit |Persiapan rapat -
L i
5 |Menyampaikan surat undangan rapat Persiapan rapat S menit |Persiapan rapat -
¥
Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan . ] .
6 kehadiran peserta _ Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapat
7 Melaporkan  kepada  Selqefaris  bahwa * Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapat -

persiapan rapat sudah selesai




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan : Keterangan
Sekretaris Basubbag Untuin & Pramu Kantor Penm it Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Umum
¥
8 Melaplurkan' kepadp Kepala Divas biilwa rapat Persiapan rapat 10 menit |Persiapan rapat %
siap dimulai f
Pelaksanaan rapat internal Lingkup Dinas PMD
9 |Prov. Kalteng. Semua pembahasan dan hasil Persiapan rapat 120 menit |Notulen rapat -

rapat dicatat oleh Notulen Rapat

£

pa]?D}ﬂas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
:‘Kﬁ}:i}'n_antan Tengah,




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
44 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/12/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i Oleh
RisatEn Ol Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses rekapitulasi kehadiran pegawai tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
hasil yang diharapkan tidak akurat

Nama SOP

PENYUSUNAN LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian

2. Memiliki keahlian pengelolaan kehadiran pegawai

Peralatan/Perlengkapan
1. Data kepegawaian

2. Rekap data kehadiran pegawai

Pencatatan dan Pendataan
Rekapitulasi kehadiran pegawai




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum Pengolah Data . \
& Kepegawaian Kepegawaian Pegawai Sekretaris Kepala DInas Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan penyusunan .
1 |laporan kehadiran pegawai setiap ' } Daftar Absensi 5 menit Data kel_-nadwan -
bulan pegawa)
v
Merekap data hadir pegawai setiap Data kehadiran .. |Rekap data hadir
2 , &0 menit ) -
aichir bulan pegawai pegawai
. . L Pengumuman
3 ]T;:;gdl;:-‘;zm:anwai rekapitulasi R:ka:; ;iiata hadir 15 menit |rekapitulasi )
pega pesa kehadiran pegawai
w
. " Pengumuman
4 Membgrukan sanggahan jika adal rekapitulasi 180 Menit |Sanggahan pegawai -
yang tidak sesual i i
kehadiran pegawai
. . . " ) .. |Kiarifikasi
5 |Mengklarifikasi sanggahan pegawai Sanggahan pegawai 60 Menit sanggahan pegawai
w
Memperbaiki rekapitulasi daftar Tidak - Klarifikasi sanggahan . Rek:ipitulam d.aftar
6 hadir sesual dengan Klarifikasi awal 30 menit thadir pegawai yang i
ga T peg sudah diperbatki
Memeriksa rekap daftar hadir, Jika ,
ada yang salah dikembalikan Rekapitulasi dafar Re:a;;::;t:;:lﬁ;
7 |kepada Pengolah Data Ya hadir pegawai yang 20 menit yang P -
. - . ] Kasubbag Umum &
Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah diperbaiki Kepegawalan
sudah benar diparaf s pegd
. : - L 4 .
Memeriksa rekap da&a}' hadir. .||ka Tidak Rekap daftar.hadar Rekap daftar hadir
8 ada yang salah dilembalikan yang sudah diparaf 15 menit ne sudah diparaf )
kepada Kasubbag Umum untuk Kasubbag Umum & ]Sr:kfe taris P
diperbatki, jika sudah benar diparaf Kepegawaian




Pelaksana Mutu Bakun
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum | Pengolah Data P
& Kepegawaian Kepegawaian Pegawai Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Wakitu Output
L 2 d
Rekap daftar hadir ARSI Gl
9 |Menandatangani rekap daftar hadir yang sudah diparaf 15 menit [oN8 ; :
2 ditandatangani
I Sekretaris %
Kepala Dinas
Rekap daftar hadir
10 Mengarsipkan berkas hasil rekap yang sudah 15 menit Rekap daftar hadir
daftar hadir ditandatangani pegawali
Kepala Dinas

A -_K-ep‘_.;l-élbin.as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3 | R Y LY = s
stKalimantan Tengah,
‘..[f‘ !

W\




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/13/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahian Olet Provinsi Kalimantan Tengah

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Jika ada bukti kuat pelanggaran disiplin maka akan diberikan sanksi

Nama SOP

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait disipin PNS

2. Memiliki pengetahuan aturan hukum pegawai

Peralatan/Perlengkapan
1. Data pegawai
2. Peraturan perundang-undangan terkait disipin PNS

Pencatatan dan Pendataan
Laporan indispliner pegawai, Surat Pernyataan Tidak Puas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Atasan Langsung Kasubbag Umum
Kepegawaian Pegawai dan Kepegawalan Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Outpus
Berkoordinasi  dengan  Kasubbag
1 Urmum & Kepegawaian dan Bukti indisipliner Liam Laporan indispliner 3
melaporkan  tindakan  indisipliner pegawai ! pegawai
pegawai kepada atasan langsungnya
Memverifikasi  laporan  tindakan X Laporan indisipliner Hasil verifikasi dan
2 [|indisipliner dan berkoordinasi kepada ep wai P Z2jam  jkoordinasi aduan -
Kasubbag Umum pes indispliner
w .
5 [Mencari bukt dan saksi tindakan :::::‘Id‘;:; ‘s'?};‘:‘iad:“ 2hari |BuiH tindakan )
indisipliner pegawai R indispliner pegawai
indisipliner
¥
4 Membuat  surat  panggilan  kepada Bukti tindakan 5 menit Draft surat )
pegawai yang melakukan indisipliner Ya indispliner pegawai panggilan
F 3
L ] Draft t
Memeriksa surat panggilan. Jika ada Tidak ;: 5;-‘;: ang
5 kesalahan  dikembalikan  kepada Ya Draft surat 5 menit a Ig:l & :;_af )
Pengolah Data Kepepawaian untuk panggilan Kasubb. pUmum &
diperbaiki, jika sudah benar diparaf 8
F 4 Kepegawsian
L 2
Memeriksa surat panggilan. Jika ada Tidak] D;;";;’;:t an
o |kesalahan  dikembalikan  kepada S ot S menit_[SUF3t Pangsilan )
Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika P pegawai
Kasubbag Umum &
sudah benar ditandatangani .
Kepegawaian
¥ o ; tindak
Memanggil secara tertulis terhadap Eulfnt{ndakan . Bukﬂ incakan .
indispliner pegawai, _ |indispliner pegawai,
7 |pepawal yang diduga melalukan i 1 hari ;i -
indisipliner Surat panggilan Surat panggilan

pegawai

pegawai




Felaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data | Atasan Langsung | Kasubbag Umum
Kepegawalan Pegawal dan Ke walan Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
.hdewgﬁ]csa pegawai yang melakulmnl Laporan hasil
indisipliner, dan memberikan sanksi L 4 emeriksaan, bukti
jika ada bukti kuat dan atau pengakuan Surat Panggilan, P !
; i C . tindakan
8 |dari pegawai yang Dbersanghutan bukti tindakan Zjam |, . -
. i P , indisipliner, surat
sesuai dengan kewenangannya (Jika indisipliner pegawai . .
pemberian sanksi
tidak maka diserahkan kepada pejabat P
hukuman disipiin
yang berwenang)
Lap. hasil
v i i
pemeriksaan, bukti
Membuat draft Surat Pernyataan Tidak tindakan . Draft Surat .
2 o 10 menit |Pernyataan Tidak -
Puas indisipliner, surat Puas
+ pemberian sanksi
hukuman disiplin
Draft Surat
Tidak Pernyataan Tidak
10 Memeriksa dan  memaraf  Surat Ya [:-:& Sl:arat Tidak 5 it Pu;s);rang sut;ah
Pernyataan Tidak Puas ernyataan lida ment diparaf Kasubbag
Puas
y { Umum &
Kepegawaian
4 Draft Surat
Tidak Pernyataan Tidak Draft Surat
1 Memeriksa dan  memaraf  Surat Puas yang sudah 5 menit Pernyataan Tidak .
Pernyataan Tidak Puas diparaf Kasubbag Puas vang sudzh
Umum & diparaf Sekretaris
Kepegawaian
b 4




Mutu Baku

Pelaksana
No Kegiatan Keterangan
Pengolah Data Atasan Langsung Kasubbag Umum
Kepegawalan Pegawai A o Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
l Draft Surat
12 Menandatangani  Surat Pernyataan Pernyataan Tidak S menit Surat Pernyataan .
Tidak Puas Puas yang sudah Tidak Puas
diparaf Sekretaris
Menyampaikan  Surat  Pernyataan h A
13 Tidak Puas kepada pegawai yang Surat Pernyataan 30 it Surat Pernyataan )
D Tidak Puas MEME | Tidak Puas

melakukan tindakan indisipliner dan

BKD




Nomor SOP SOP/UMUM/14/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disaiian Ofeh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pembuatan SPPD tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
pembuatan SPPD akan terhambat

Nama SOP PEMBUATAN SPPD

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat
2. Mengetahui dasar peraturan penetapan SPPD

Peralatan/Perlengkapan
1. Lembar disposisi
2. Surat Undangan/Permintaan
3. Kartu Kendali SPPD

Pencatatan dan Pendataan
Kartu Kendali SPPD




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag / Ketua | Pengadministrasi |Kasubbag Umum &| Sekretaris / ;
Tim Kepegawaian Kepegawaian Kabid Kepsa tomms ARG .4 Output
Disposisi Kepala
Mengajukan permohonan pembuatan Dinas, Surat i
1 SPPD Undunn. | 5 menit Permohonan SPFD
Permintaan
v
2 |Mengetik konsep SPPD > Permohonan SPPD 10 Menit  |Konsep SPPD
Tidak
1
Memeriksa konsep SPPD. Jika masih Ya Draft SPPD yang sudah
. |ada yang salah dikembalikan kepada . :
3 o ; ; y Konsep SPPD Smenit  |diparaf Kasubbag /
Pengadministrasi Kepegawaian untuk G Ketua Tim
diperbaiki, jika sudah benar diparaf
F 3
. - . y
:;me;:‘ksasali(:; s:ﬁcesizzikztak?azh Draft SPPD yang Draft SPPD yang sudah
4 J4E : SRR Tidak Ya sudah diparaf 5 menit diparaf Sekretaris/
Kasubbag/Ketua Tim untuk Kasubbag / Ketua Tim Kabid
diperbaiki, jika sudah henar diparaf 8
Memeriksa konsep SPPD. Jika masih X
terdapat  kesalahan  dikembalikan Tidak Draft SPPD yang Draft SPPD yang sudah
5 |kepada  Sekretaris/Kabid untuk sudah diparaf 5 menit ditandatangani Kepala
diperbaiki, jika sudah  benar Sekretaris/ Kabid Dinas
ditandatangani
Memberikan nomor, tanggal dan Draft SPPD yang Seiiiiann
6 |stempel dinas SPPD dan mencatatnya < sudah ditandatangani S menit B la;l koD
dalam kartu kendali SPPD Kepala Dinas p gga
Menyerahkan  SPPD yang  sudah : Penomoran
7 |ditandatangani Kepala Dinas kepada 9 . 5 menit  |SPPD -

Kasubag/Ketua Tim

| penanggalan SPPD

L)
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Nomor SOP SOP/UMUM/15/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Qleh

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PELAYANAN TAMU

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 44 Tahun 2023 tentang Pedoman| 1. Mengetahui tugas dan fungsi Pimpinan
Tata Naskah Dinas 2. Kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang penting
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang| 3. Mempunyai pengetahuan umum dan wawasan yang luas
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer
2. Barcode

3. Meja, Kursi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila perlakuan terhadap pelayanan tamu kedinasan tidak dilakukan dengan|Buku tamu digital dan buku tamu manual
baik maka fungsi pelayanan tidak tercapai dengan maksimal




Mutu Baku

No Kegiatan Petugas Tamu/Pemohon Perwaldlan dari Keterangan
Resepsionis Informasi Petugas PPID Sekretariat/Bidang Kelengkapan Waktu Output
Teknis
Menerima tamu, menyapa dan menayakan - Informasi singkat
1 |keperluannya dan mengisi buku tamu digital D Buku tamu digital 10 menit kepertuan .
SIBUDI -
SIBUDIL kunjungan
¥
2 Mengist hukul mu digital SIBUDL didampingi} [nformasi singkat S menit Tiket buku tamu
petugas resepsicnis T keperluan kunjungan
Mengarahkan tamu menuju ruang tunggu [ruangl J Tiket buku tamu
3 |PPID) dan meminta identitas atau surat tugas (jika Tiket buku tamu 10 menit dan identitas -
ada). T Jtamu/surat tugas
| -
Informasi ke
Memeriksa nomor tiket buku tamu dan keperluan . 4 Tiket buku tamu dan Sekretariat/Bidang
4 |tamu. Kemudian mengarahkan tamu berdasarkan * identltas tamu/surat 15 menit Teknis yang
kategori urusan yang telah diinput. k tugas menguasal
informasi
Memperjelas muatan informasi, bahan dan data .
yang diperlukan. )ika informasi, bahan dan data L 4 [nformas_i ke . Softcopy/hardeopy
. Sekretariat/Bidang . bahan, data atau
5 |tersedia dan dalam penguasaan Dinas PMD . 20 menit . . -
) Teknis yang informasi yang
Provinsi Kalimantan Tengah, maka data akan i . N
menguasai informasi diminta oleh tamu
diberikan.
Memberikan dan menyerahkan secara sopan
identitas atau surat tugas setelab selesai berternu, Softcopy /hardcopy
6 kemudian mengarahkan tamu untuk mengisi bahan, data atau 10 menit Surat tugas atau i
Survey Kepuasan Masyarakat dengan informasi yang identitas lain
menunjukkan barcode yang fiturnya terhubung ke diminta oleh tamu
website Dinas PMD
Barcode yang diakses
¥ melalui kemputer/PC,
7 [Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat I Handphane, Tablet 10 menit Hasil survey telah -

'vang terhubung
dengan jaringan
internet

dikirim




Mutu Baku
No Kegiatan Perwakilan dari Keterangan
Petugas Tamu/Pemohon 2
Resepsionis Informasi Petugas PPID Sekretariat/Bidang Kelengkapan Waktu Output
Teknis
Menyapa tamu dan kemudian tidak lupa Surat tugas atau g : ;
kasih -
8 mengucapkan terima kasih identitas lain 10 menit Ucapan terima kasi
9 |Merapikan ruang tunggu Ucapan terima kasih 15 menit :Efr:::;an - -

Kgpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/16/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i !
PAsankan Olen Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Nama SOP PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN KANTOR

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas

1. Mengetahui tugas dan fungsi Pramu kantor, Pramu Taman dan kebersihan
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Memahami pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor

Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor tidak berjalan dengan baik
maka kondisi bekerja dan semangat, gairah akan terganggu dan kemudian
berimplikasi terhadap kinerja instansi

Peralatan/Perlengkapan
1. Jadwal penjagaan
2. Sapu, ember, pel, sulak, tempat sampah

Pencatatan dan Pendataan
Aktivitas Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor dicatat dan didata sebagai dokumen atau
bahan laporan pelaksana Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor




Kegiatan

Pelaksana

Mittu Eaku

Kasubbag Umum &
Kepegawaian

Pramu Kantor

Pramu Taman &
Kebersihan

Kelengkapan

Wakiu

Output

Keterangan

Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan
kebersihan secara berkala oleh masing masing

bagian

-,

penyusunan jadwal
kebersihan

10 menit

Jadwal pelaksana
pemelihara kehersthan

Menyapu, mengelap peralatan dan perlengkapan
kantor dari debu, kotoran hewan sesuai jadwal
secara bergantian

et

fadwal pelaksana
pemelihara kebersihan

20 menit

Kebersihan ruang ketja

Menyediakan dan menempatkan alat-alat kebesihan
pada tempat yang sesuai meliputi Sapu, Kain pel,
ember, gayung, kapur barus, pengharum ruangan,
ternpat sampah

Kebersihan ruang kerja

30 menit

Peralatan kebersihan

Mengatur dan menata meja kursi, komputer, meja
tamyu minimal 1 kali dalam satu tahun termasuk
kordeng dan taplak meja atas instruksi

L am

Peralatan kebersihan

30 menit

Penataan ruangan

Memperhatikan jaringan lisirik tidak terjadi
hubungan pendek termasuk jaringar komputer,
lampu, AC, Kipas angin, TV, Dispancer serta atap
ruangan tidak bocor termasuk percikan air saat
hujan deras

Penataan ruangan

10 menit

Pengecekan ruangan

Mematikan jaringan listrik setelah selesai jam keria
atau meninggalkan ruangan kerja setelah aliran
listrik pada masing masing alat dimatikan

Pengecekan ruangan

10 menit

Pengecekan ruangan

Menyampaikan usulan kepada Kasubbag Umum dan
Kepegawaian untuk dilakukan tindakan
pemeliharaan, penambahan dan perbaikan sarana
kerja yang rusak

Pengecekan ruangan

10 menit

Usulan pereliharaan,
penambahan dan
perbaikan sarana kerja




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum & Pramu Taman &
Kepegawaian Pramu Kantor Rekcraiian Kelengkapan Waktu Output
L ] Rekomendasi terkait
j . . Usulan pemeliharaan, :
8 Memeriksa dan mencermati usulan. Jika sangat periu aaisha ke dan it pemeliharaan, .
lakan disetujui dan jika tidak perlu akan ditunda P . penambahan dan
: & perbaikan sarana kerja ; ;
- | perbaikan sarana kerja
Menguci semua laci, lemari dan pintu ruangan secara VKRR e
5 i i
9 |rutin setelah selesai jam kerja dan meninggalkan jrme oo, 10 menit Remsiibucein habwrsinan :

ruangan kerja

penambahan dan
perbaikan sarana kerja

dan kenyamanan kantor

: X/

7
it 7 .
Aabina Dtama Muda

AWAN, SIP. M.IP

NiP. 197005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/UMUM/17/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai tidak berjalan dengan baik
maka jumlah pegawai tidak proporsional sehingga kinerja dan prestasi kerja pegawai
sulit dinilai

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana
Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian dan pengadministrasi umum
Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

Mengetahui aturan Kepegawaian

Mengetahul tata cara administrasi dan persuratan

~ ol =

Peralatan/Perlengkapan

1. Data pegawai

PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

2. Peraturan perundang-undangan terkait Analisis Jabatan

Pencatatan dan Pendataan
Laporan pengadministrasi kepegawaian




Pelaksana Mutu Bakn
No Kegiatan n . . Keterangan
1
Kasubbag Un?um & Pengadmlms_tras Sekretaris Kepala Dinas Pengaministrasi Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian Umum
Memerintahkan untuk membuat daftar
1 lkebutuhan  pegawai sesuai  surat D— gfﬁ‘rﬁ;‘:j‘mr 10 menit |Formasi PNS -
permintaan dari BKD g
Mempelajart aturan tentang persyaratan
2 |pengisian jabatan dan penambahan Formasi PNS 120 menit [Formasi PNS -
kepegawaian *
Mempelajari aturan tentang persyaratan
3 |[pengisian jabatan dan penambahan Formasi PNS 120 menit |Formasi PNS -
kepegawaian &
Meneliti dan menganalisa data dari buku
4 penjagaan tentang jabatan yang k?song, Formasi PNS 60 menit |Formasi PNS -
akan kosong, Pegawal yang sampai pada|
BUP I
Menyampaikan surat usulan  serta Tidak
informasi dan formasi kepada pimpinan Draft surat
5  |kebutuhan penambahan pegawsi beserta Formasi PNS 15 menit [usulan kebuiuhan -
lampiran dan data pendukung untuk Ya pegawai
dipertimbangkan
Mencermati dan mempelajari usulan, jika E:Er;rffal:utuhan
masih ada kesalahan dikembalikan kepada N
- . ) Draft surat usulan .. |pegawai yang
6 |Pengadministrast Kepegawaian untu 10 menit -
. PR R " kebutuhan pegawai sudah diparaf
diperbaild, jilka sudah benar diparaf dan Kasubbag Umum
kemudian disampaikan kepada Sekretaris 4 .
& Kepegawaian




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/18/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i Oleh
Ehshbarting Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
* Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
" Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah
8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
* Informasi Publik
9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
" Pelayanan Informasi Publik
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila pelayanan permohonan informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
proses permintaan informasi akan terhambat

Nama SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana
1, Mengetahui dan memahami standar layanan informasi publik
2 Mengetahui dan memahami pengelolaan pelayanan informasi

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan Jaringan Internet
3. Printer

4, Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Arsip pelayanan permchonan informasi publik




Pelaksana Mutu Bake
No Keglatan Pemohon Petugas Kep::;f;f::ﬁ&uh Keterangan
Repistrasi/ PPID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Informasi Petugas Desk (Penanggung Jawah
Pembuat Informasl)
1 |Menyampaikan permohonan informasi ATE, Formulir Pada haridan jam  [Lembar formulir yang -
yang dibutubkan balk secara langsung Permintaan Informasi |kerja untuk terlsi dan
atau  tidak  langsung  (melalui Publik, dan permohonan fotacopy/scan
website PPID} Fotocopy/Scan informasi secara identitas diri
,—/ identitas diri dari langsung dan setiap
pemohen informasi  |saat wntuk
permohonan
Tidak informasi melalui
website PPID
2 |Melakukan registrasi berkas Lembar formulir yang |Pada haridanjam  |Registrasi Bagian registrasi
permohonan informasi publik. Jika fterisi dan kerja untuk permohonan memverifikasi
informasi yang dimintz telah termasuk fotocopy fscan permohcnan informasi publik kelengkapan pemohon.
dalam DIP atau sudah terdapat di X identitas diri informasi secara Jika tidak tengkap,
website PPID, maka informasi dapat langsung dan setiap pemohan diwajibkan
langsung diberikan kepada pemohon o saat untuk melangkapi
informasi atau dapat diunduh langsung permchonan
oleh  pemohon  informasi. [Jika informasi melalui
jnformasi  yang diminta  belum Ya website PPID
termasuk dalam DIF, maka berkasr
permohonan  disampaikan  kepada
PPID Pelaksana
3 [Melakukan komunikasi denpgan Bidang Registrasi 15 menit Laporan progress -

yang menguasai informasi

permohonan informast
publik

permintaan inforrasi
publik




Mutu Baku

Pelaksana
No Kegiatan Petugas Kepdla Hidang/Seb Keterangan
Pemohon Koordinator
Registrasi/ PPID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

Informasi Petugas Desk (Penanggung Jawab
ga Pembuat Informasi)

4 [Menyiapkan informasi publik yang Laporan progress 10 hari kerja sejak  |Informasi publik yang -

diminta permintaan informasi |permohonan disiapkan
publik informasi diterima
v oleh PPID
o Informasi publik yang |10 menit Informasi publik yang ’

Memberikan informasi publik

-

disiapkan

diminta oleh
pemohon informasi

Ibfl_)__'ﬁ\a_s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
K\ghnuntan Tengah,




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/19/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bisalvian Qleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
" Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
" QOperasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah
8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa
" Informasi Publik
9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
" Informasi Publik
10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
" Pelayanan Informasi Publik
1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
' Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila prosedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai

Nama SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami standar layanan informasi publik
2. Mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik

Peralatan/Perlengkapan
1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik
2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan
3. Register keberatan
Pencatatan dan Pendataan
Arsip keberatan informasi publik




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pemighon PPID Pelaksana Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
1 |Menyampaikan pengajuan keberatan atas (1) Formulir pengajuan keberatan 1 hari Formulir pengajuan -
tidak terlayaninya permohonan informasi ( ’ informasi publik yang tersedia di keberatan yang telah diisi
yang dibutuhkan paling lambat 30 hari kerja meja pelayanan PPID yang dilengkapi dengan
setelah menerima alasan penolakan (2) Fotocopy atau scan identitas fut?copy,‘scan identitas
e diri
diri dari pemohon yang
mengajukan keberatan
2 |Melakukan registrasi formulir pengajuan Formulir pengajuan keberatan 1 hari Daftar pengajuan -
keberatan  pelayanan informasi dan L 4 yang telah diisi yang dilengkapi keberatan pelayanan
menyampaikan pengajuan keberatan kepada I dengan fotocopy/scan identitas informasi
Atasan PPID diri
3 |Memeriksa formulir pengajuan keberatan /4 (1) Daftar pengajuan keberatan 10 hari Surat perintah tertulis -
dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk pelayanan informasi kepada PPID Pelaksana
memberikan tanggapan untuk menanggapi
(2) DIP yang telah diumumkan keberatan permintaan
I informasi
4 [Membuat surat tanggapan atas keberatan v Surat perintah tertulis kepada 1 hari Surat tanggapan tertulis -
permintaan informasi PPID Pelaksana untuk menanggapi
permintaan informasi
5 |Memberikan informasi yang diminta jika Surat tanggapan tertulis 10 menit Informasi publik yang -
informasi yang dimaksud tersedia di dalam diminta oleh pemohon
DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan 1 informasi atau surat
keberatan kepada Pemohon Informasi. Jika ( ) penolakan kepada
informasi yang diinginkan tidak tersedia di pemohon informasi
dalam DIP, karena belum tersedia atau
termasuk informasi yang dikecualikan, maka
diberikan surat penolakan kepada Pemohon
Informasi.




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/20/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i |
Bsrioany Qe Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP

R SO KEBAKARAN

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan

p—t

2.
3.
4,

10.

1. Mengetahui dan memahami prosedur peringatan dini terhadap keadaan darurat
2. Mengetahui dan memahami prosedur evakuasi keadaan darurat

Peralatan/Perlengkapan

Peringatan

1. Pengeras suara

2. Speaker

3. APAR

Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap kebakaran tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses evakuasi akan terhambat




Pelaksana Muitu Baku
No Kegiatan Kepala Sub Bagian Keterangan
Pejabat/ Pegawai| Petugas Tanggap
Penghuni Lantai Darurat Kg::;':::i:n Kelengkapan Waktu Output
1 |Memberitahukan adanya sumber api Bukti adanya sumber api 3 menit Laporan adanya -
sumber api
2 |Mengumumkan adanya kebakaran dan 1 Laporan adanya sumber 3 menit Pengumuman adanya -
memutuskan aliran listrik api kebakaran
3 |Memberitahukan seluruh pegawal untuk Pengumuman adanya 3 menit Pemberitahuan jalur
berkumpul ke tempat aman yang telah kebaiaran evakuasi
ditentukan {(assembiy point )
4 |Mengarahkan seluruh pegawai untuk 4 Pemberitahuan jalur 15 menit Berkumpulnya seluruh -
berjalan secara tertth dan berbaris secara evakuasi pegawai di assembly
teratur menuju ke assembly point point
5 [Memerintahkan staf untuk melaksanakan Berkumpulnya seluruh 7 menit Laporan absensl -
absensi ey pegawai di assembly point
6 |Melakukan pemadaman sumber api. Bila Laporan absensi 20 menit  |Laporan pemadaman -
sumber api dapat dikuasai, maka sumber; sumber apl
api dipadamkan dengan menggunakan Alat <+
Pemadam Api Ringan [APAR). Bila sumber Tidak

|api ddak dapat dikuasai, maka petugas|
tanggap darurat memberitahu Kepaia Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
|melaporkan  adanya kebakaran kepada
Dinas  Pemadam  Kebakaran,  serta
menghubungi Petugas Pelayanan Kesehatan

Ya




Pelaksana Mutu Baku
N Ki ta gian Ket
’ . Pajehat Pegawal] [Batuges Tangp KEP;:::;b;:: Kelengkapan Waktu QOutput e
Penghuni Lantai Darurat gnops ¥
Kepegawaian
7|Melakukan penyelamatan dokumen- 1] Laporan pemadaman 30 menits.d |Dokumen-dokumen "
dokumen serta peralatan kantor. sumber api selesai dan peralatan kantor

yang berhasil

diselamatkan




10.

11.

12,

Nomor SOP SOP/UMUM/21/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 12 Februari 2025
s Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Disain Sien Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP ;:Liﬁﬁ:ﬁ"mw“" PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomar 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka pelayanan pengaduan akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami prosedur pelayanan pengaduan masyarakat

Peralatan/Perlengkapan
1. Petunjuk teknis pelayanan pengaduan
2. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan
Arsip Pengaduan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Sekretaris/Kepala Keterangan
Pelapor Petugas informasi | Kepala Dinas | Sub Bagian Umum Kelengkapan Waktu Output
dan Kepegawaian
1 |Mengadukan penyalahgunaan Laporan 15 menit Dokumen pengaduan -
wewenang pejabat Dinas PMD Provinsi penyalahgunaan
Kalimantan Tengah melalui surat, wewenang
media sosial {facebopk  dan
instragram), atau melalui pengaduan
langsung ke kantor Dinas PMD
Provinsi Kalimantan Tengah
2 |Menerima laporan pengaduan yang I Dokumen pengaduan 15 menit Dokumen pengaduan -
disertai dengan lampiran  bukti yang telah diberi
fpendukung, serta menyerahkan tanda lembar disposisi
terima kepada pelapor t
3 |Memberikan disposisi kepada l, Dokumen pengaduan 10 menit Disposisi tindak -
Sekretaris/Kepala Sub Bagian Umum yang telah dibert lanjut pengaduan
dan Kepegawaian untik lembar disposisi
ditindaklanjuti T
4 |Menyiapkan bahan tindak lanjut | Disposisi tindak 7 hari Bahan tindak lanjut .

pengaduan penyalahgunaan
wawenang kepada Kepala Dinas

lanjut pengaduan

pengaduan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Sekretaris/Kepala Keterangan
Pelapor Petugas Informasi| Kepala Dinas Sub Bagian Umum Kelengkapan Waktu Output
dan Kepegawaian

5 [Membuat keputusan jawaban atas Bahan tindak lanjut 1 hari Keputusan hasil -

pengajuan pengaduan penyalahgunaan pengaduan tindak lanjut

wewenang pengaduan
6 |Menetapkan sanksi atau membebaskan Keputusan hasil 3 hari Surat keputusan -

y tindak lanjut pemberian sanksi

sanksi pegawai

pengaduan

atau pembebasan
sanksi pegawai

‘l;:: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

gsi-Kalimantan Tengah,




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/22/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

isahkan Oleh
Rianian G Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI

Nama SOP PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik

2. Memahaml tentang Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Informasi Publik

1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Sub Unit Kerja
2. Perangkat Keras (Hardware): Komputer, Printer, dan Bolpoin

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses pengelolaan permohonan informasi
publik akan terhambat

Dokumen Daftar Informasi Publik




Pelaksana Mutu Baku
Admin
No Kegiatan Pelaksana Keterangan
Bidang Adminppp | KasubbagUmum | o o s | KepalaDinas | Kelengiapan Waktu Output
Pengelolaan & Kepegawaian
Informasi
1 |Mengkoordinasikan pengumpulan Nota Dinas 1 hari Informasi yang .
informasi publik di Unit Kerja ‘ ' dihasilkan dan
dikuasai
2 |Menginventarisir  informasi  sesuai Informasi yang 3 hari Informasi yang -
sifatnya yaitu Tersedia Setiap Saat, L dihasilkan dan dikuasai beserta
Berkala, dan Serta Merta serta dikuasai dokumennya
menginventarisir jenis informasi dalam
bentuk softfile dan hardcopy L._|
3 |Memeriksa dan memilah informasi dari y Informasi yang 1 hari Daftar informasi -
tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya dikuasai beserta yang dikuasai
dokumennya
4 |Mengkompilasi ke dalam  Daftar 2 Daftar informasi 1 hari Draft Keputusan -
Informasi Publik (DIP) dan membuat yang dikuasai DIP
draft Keputusan DIP
5 |Memeriksa draft Keputusan Daftar L 4 Draft Keputusan 15 menit  |Draft Keputusan
Informasi Publik. Jika masih terdapat Ya DIP DIP yang sudah
kesalahan dikembalikan ke Admin PPID Tidak diparaf Kasubbag
untuk diperbaiki, jika sudah benar =
diparaf. 2
6 |Memeriksa draft Keputusan Daftar { Draft Keputusan 15 menit  |Draft Keputusan -
Informasi Publik. Jika masih terdapat DIP yang sudah DIP yang sudah
kesalahan dikembalikan kepada Tidak diparaf Kasubbag diparaf
Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah Sekretaris
benar diparaf.
7 |Menetapkan Daftar Informasi Publik Draft Keputusan 5 menit Keputusan Daftar -
dalam bentuk Keputusan Ya DIP yang sudah Informasi Publik
diparaf
Sekretaris

M

YAWAN, S.1P, M.IP

nbirfa Btama Muda

NIPN197005142006041010

—




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/UMUM/23/DPMDes/2025

Tangagal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Peringatan
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan
baik

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Sub Unit Kerja

2. ATK

Pencatatan dan Pendataan
Arsip Dokumentasi Informasi Publik




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Adml:,z::lg! o Keterangan
Admin PPID Dol dis Kelengkapan Waktu Output
Arsip
1 |Mengumpulkan dokumen informasi publik Keputusan DIP 1 hari Dokumen informasi -
yang dikuasai PPID Pelaksana berdasarkan publik
Keputusan Daftar Informasi Publik
2 |Memisahkan dokumen informasi publik Dokumen informasi 60 Menit Dokumen informasi -
dalam bentuk softfile dan hardfile publik publik
3 |Mengelola dan menyimpan dokumen Dokumen informasi 60 Menit Arsip informasi publik -

informasi publik

.

publik

/; fabinia Utama Muda
.197005142006041010

épala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/24/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bisahkan ieh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

2. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak
akan mencapai sasaran

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN

e So¢ DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami tentang Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan

2. Memahami tentang Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Keputusan Daftar Informasi Publik
2. Perangkat Keras (Hardware): Komputer, Printer, dan ATK

Pencatatan dan Pendataan
Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan




Pelaksana Mutu Baku
Admin
No Kegiatan Pelaksana Tim B:: el::l;rs::m Keterangan
Bidang Admin PPID gl Sekretaris Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Pertimbangan dan
Fengelolaan Ke waian
Informasi pega
1 |Mengkoordinasikan pengumpulan Dasar hukum 3 hari Daftar informasi
informasi publik yang diidentifikasi yang mengatur publik yang
sebagai informasi rahasia (tidak dibuka tentang informasi dikecualikan
untuk publik) publik yang
dikecualikan
2 |Mengusulkan informasi publik yang -+ Daftar informasi 1 hari  |Draft usulan -
dikecualikan publik yang informasi publik
dikecualikan yang dikecualikan
3 |Meclakukan kajian dan membuat] Draft usulan 7 hari |Berita acara -
pertimbangan tertulis berdasarkan UU * informasi publik pengujian
serta Kepatutan dan Kepentingan atay yang dikecualikan konschuensi
informasi/dokumen yang tidak|
terthasuk ke dalam Daftar Informasi
Publik
4 |Membuat draft Keputusan Daftar } Rerita acara 30 menit |Draft Keputusan .
[nformasi Publik yang dikecualikan L pengujiarn Daftar Informasi
+ Ya konsekuensi Publik yang
F 3 dikecualikan
5 |Memeriksa draft Keputusan Daftar | Draft Keputusan | 15 menit |Draft Keputusan -
Informasi Publik yang dikecualikan, |ika Daftar [nformasi Daftar Informasi
masih terdapat kesatahan dikembalikan Tidak Publik yang Publik yang
ke Admin PPID untuk diperbaiki, jika dikecualikan dikecualikan yang
sudah benar diparal. sudah diparaf
1 Kasubbag
L 4




Pelaksana Mutu Baku
Admin
No Kegiatan Pelaksana Tim B:;::‘;:;::’m Keterangan
Bidang Admin PPID Sekretaris Atasan PPID Kelengkapan Wakitu Output
Pertimbangan dan
Pengelolaan Ke ia
Informasi e e
-
6 |Memeriksa draft Keputusan Daftar Ya Draft Keputusan | 15 menit |Draft Keputusan -
Informasi Publik yang dikecualikan. Jika Daftar Informasi Daftar Informasi
masih terdapat kesalahan dikembalikan Publik yang Publik yang
ke Kasubbag untuk diperbaiki, jika dikecualikan yang dikecualikan yang
sudah benar diparaf. Tidak sudah diparaf sudah diparaf
Kasubbag Sekretaris
7 |Menetapkan daftar informasi publik Draft Keputusan 5 menit |Keputusan Daftar -
yang dikecualikan s Daftar Informasi Informasi Publik
@ Publik yang
dikecualikan yang
sudah diparaf
Sekretaris

o
&

i Kalimantan Tengah,




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/25/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

I
Disahien el Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

SOP Pelayanan Informasi Publik

Peringatan
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka penanganan sengketa informasi publik akan
terganggu

Nama SOP SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik

2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Sengekta Informasi Publik
2. Permohonan dan Keberatan Informasi Publik
kat Keras (Haraware): Komputer, Printer, dan ATK
Pencatatan dan Pendataan
Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik




Pelaksana Mutu Baku
No¢ Kegiatan Keterangan
Il; ?:r::; A;f: :s::;u Tim Fasilitasi Kelengkapan Wakiu Output
1 |Mengajukan keberatan secara tertulis (1) Formulir 10 hari  |Berkas pengajuan
kepada Atasan PPID Pelaksana dalam pengajuan keberatan keberatan informasi
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak informasi publik; (2}
permohonan informasi teregistrasi Fotocopy identitas diri
dari pemohon yang
mengajukan
keberatan
2 |Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa Berkas pengajuan 1 hari (1) Berkas Tim Fasilitasi
informasi untuk  mengupayakan keberatan informasi pengajuan keberatan |beranggotakan Tim
penyelesaian sengketa. L 4 informasi; (2) Pertimbangan PPID
Keputusan Tim Pelaksana, pejabat yang
Y Fasilitasi menangani bidang hukum,
Penyelesaian pejabat fungsional, serta
Sengketa [nformasi [pelaksana yang sesual
dengan kebutuhan
3 |Menganalisis dan membuat L 4 (1) Berkas pengajuan t4hari |Pertimbangan
pertimbangan tertulis terkait sengketa keberatan informasi; tertulls terhadap
informasi yang dihadapi . 4 (2) Keputusan Tim sengketa informasi
Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Informasi




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pemohon Atasan PPID .
tabiriual e — Tim Fasilitasi Kelengkapan Waktu Output
S
4 |Membuat tanggapan atas keberatan Pertimbangan tertulis 3 hari Tanggapan atas
informasi untuk diberikan kepada ¥ terhadap sengketa keberatan informasi
Pemohon Informasi informasi
_._
5 |Melakukan prosedur ajudikasi Tanggapan atas 3 hari Surat pengajuan

penyelesaian sengketa informasi ke
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
Tengah apabila Pemohon Informasi
tidak puas terhadap tanggapan atas
keberatan yang diberikan oleh Atasan
PPID.

keberatan informasi

ajudikasi

LD

gﬁmantan Tengah,
7.\

2\

g ./ T / /
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/26/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

isahkan Ol
Disabkan Oigh Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP g?:i cu:&mxunsﬂmsmu INFORMASI  PUBLIK  YANG

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
2 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
2. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

1. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik
yang Dikecualikan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Informasi Publik yang Dikecualikan di Setiap Sub Unit Kerja

2. ATK

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan
baik

Arsip Dokumentasi Informasi Publik yang Dikecualikan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Adml;iI;:l[;aglcsana Keterangan
Admin PPID Dokuneitast dan Kelengkapan Waktu Output
Arsip
1 |Mengumpulkan informasi publik yang sudah Keputusan Penetapan 3 hari Dokumen informasi -
ditetapkan sebagai  informasi  yang Informasi yang publik yang
dikecualikan dari setiap sub unit kerja ‘ ' Dikecualikan dikecualikan
beserta lembar pertimbangan uji
konsekuensi
2 |Mengklasifikasikan informasi yang Dokumen informasi 1 hari Dokumen informasi -
dikecualikan berdasarkan jangka waktu 4 publik yang publik yang
pengecualian informasi dikecualikan dikecualikan yang telah
disusun sesuai jangka
— .
waktu penyimpanan
3 |Mengarsipkan dokumen informasi yang Dokumen informasi 1 hari Arsip dokumen =
dikecualikan berdasarkan urutan jangka L publilc yang informasi publik yang

waktu penyimpanan

dikecualikan yang
telah disusun sesuai
jangka waktu
penyimpanan

dikecualikan

X

alaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/UMUM/27/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahican Oleh Provinsi Kalimantan Tengah
PELAYANAN  PERMOHONAN  INFORMASI  PUBLIK  BAGI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP i e B

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

ook e

10,

1. Mengetahui dan memahami standar layanan informasi publik
2. Mengetahui dan memahami pengelolaan pelayanan informasi

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan Jaringan Internet
3. Printer
4, Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan
Apabila pelayanan permohonan informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
pemohon informasi tidak terlayani dengan baik

Arsip pelayanan permohonan informasi publik




Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan PemohorE Petugas Kepala Bll.:lang/Sub Keterangan
Informasi Registrasl/Petugas | PPID Pelaksana Koordinator Kelenghkapan Waktu Output
Penyandang Desk {Penanggung Jawab
Disabilitas Pembuat Informasi)

1 |Menyampaikan permohonan informasi ATK, Formulir 15 menit Lembar formulir Petugas akan
yang dibutuhkan baik secara langsung ( \: Permintaan Informasi yang terisi dan menmbantu proses
atau tidak langsung (melalui ,.._J Publik, dan fotacopy/scan permohonan
website PPID, Whatsapp, email, media Fotocopy/Scan identitas diri informasi bagi
sosial, ataupun mengirimkan surat identitas diri dari penyandang
permohonan via pas] pemohon informasi disabilitas, mulai dari

pengisian formulic
hingga selesai

2 |Melakukan registrasi berkas Ya Lembar formulir yang 10 menit Registrasi -
permohanan  informasi  publik.  |ika terisi dan parmohonan
informasi yang diminta telah termasuk ¥ fotocopy/scan informasi publik
dalam DIP atau sudah terdapat di identitas diri
website FPID, maka informasi dapat
langsung diberikan kepada pemohon
informasi penyandang disabilitas atau Tidak
dapat diunduh langsung oleh pemohon
informasi. Jika informasi yang diminta
belum termasuk dalam DIP, maka berkas
permohonan disampaikan kepada PPID
Pelaksana

3 |Melakukan komunikasi dengan Bidang Registrasi 15 menit Laperan progress -
vang menguasal informasi h 4 permohonan permintaan

informasi publik informasi publik




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan [l; ef::rl:::::i Petugas l(epl{a::]f‘::l:;ﬁmh Keterangan
Penyandang Registr;s;{l:’etugas PPID Pelaksana (Penanggung Jawab Kelengkapan Waktu Output
Disabilitas Pembuat Informasi)
4 |Menyiapkan informasi publik yang Laporan progress 10 hari kerja sejak|Informasi publik
diminta permintaan informasi | permohonan  |yang disiapkan
publik informasi
4 diterima oleh
5 |Memberikan informasi publik Y Informasi publik yang 10 menit Informasi publik -

-

disiapkan

yang diminta oleh
pemohon informasi

xﬂyﬁq:’s.w M.IP

a Ptama Muda




Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu
Data Indonesia Tingkat Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila penginputan data tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka data yang dihasilkan
tidak dapat dipublish ke dalam aplikasi SIDARA

Nomor SOP SOP/UMUM/28/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025
Disahkan Oleh Kepa_la plnqs Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI SIDARA

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami pengelolaan pelayanan informasi
2. Mengetahui dan memahami pengelolaan aplikasi SIDARA

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Data Sektoral
2. Komputer dan Jaringan Internet
3. Printer
4, Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan Pendataan
Data yang terinput pada aplikasi SIDARA




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang/
N K ta Kete
" nputan Operator Data Operator Data Sekretaris Kegsiniing; S
. Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Provinsi Kabupaten/Kota Dinas PMD Dinas PMD Provinsi
Kabupaten/Kota
1 |Menyampaikan  format/template  excel Format/template excel 10 menit Format/template
permintaan data sektoral excel yang telah
dikirimkan
2 |Menginput data-data sektoral ke dalam Format/template excel 60 menit Format/template -
format/template excel yang telah diberikan yang telah dikirimkan excel yang telah
& diinput dengan data-
s data sektoral
1 Tidak
3 |Melakukan verifikasi terhadap data yang Format/template excel| 3 hari kerfa  |Data-data sektoral -
telah diinput. yang telah diinput yang telah diverifikasi
o dengan data-data di tingkat
selktoral kabupaten/kota
4 |Meneruskan data kepada pimpinan untuk ¥ Ya Data-data sektoral 10 menit Data-data sektoral
diverifikasi L yang telah diverifikasi yang telah diverifikasi
i di tingkat di tingkat
Tidak kabupaten/kota kabupaten/kota
5 |Memeriksa data sebelum dipublish ke dalam Data-data sektoral 3 hari kerja  |Data-data sektoral
aplikasi SIDARA yang telah diverifikasi yang telah diverifikasi
+ di tingkat di tingkat provinsi
kabupaten/kota
6 |Melakukan publish data Data-data sektoral 30 menit Data sektoral yang
- Ya vang telah diverifikasi telah dipublish
= di tingkat provinsi




Nomor SOP SOP/PROG/01/DPMDes/2025 I

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tanggal Revisi |

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh
e © Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIMD) Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

3.

Peringatan

Rentra SOPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SOPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak
dilaksanakan sesual SOP, maka proses penyusunan Renstra SOPD ini tidak akan

berjalan lancar

Nama SOP PENYUSUNAN RENSTRA

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SOPD
2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen RPIMD
2. DPA SOPD

Pencatatan dan Pendataan
Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim PenyLl;sun Bahan Kepaila Dinas Kelengkapan Waktu Output
poran
Memerintahkan  penyusunan  Dokumen Nota dinas, Disposisi . . L )
1 Renstra Dinas PMD surat 15 Menit | Disposisi surat
3
Membuat format pengumpulan data dan Forr‘mast pan
Z |informasi rencana strategi lima tahunan Disposisi surat 1 Hari penyusu -
- . ) ) : Dokumen Renstra
dari masing-masing bidang dan sekretariat
SOPD
Menyampaikan format pengumpulan data ‘ Format penyusunan Fo;mastunan
3 |dan informasi renstra lima tahunan kepada Dokumen Renstra 3Hari POV -
] R ; Dokumen Renstra
masing-masing bidang dan sekretariat 3 SOPD
SOPD
¥
Menghimpun format data dan informasif Format penyusunan
4 |renstra lima tahunan dari masing-masing e > Dokumen Renstra 120 Menit |Draft Renstra SOPD -
hidang dan sekrerariat a ¢ SOFPD
Tid N »
5 [Menganalisis data dan Informasi renstra > “ Draft Renstra SOPD | 30 Menit |Draft Renstra SOPD .
yang telah terkumpul v
Mencermati dan memverifikasi data dan Ya Draft Renstra SOPD
6 informasi renstr? yang telah terkumpul Draft Renstra SOPD 10 Menit P18 sudjah i
dan menyampaikannya kepada Kepala dikoreksi
Dinas untuk memintakan persetujuan Ya Sekretaris
¥
Penandatanganan dokumen rencana Draft Renstra SOPD ::S:Era SOPD yang
7 |strategi lima tahunan Dinas PMD oleh yang sudah dikoreksi] 15 Menit , -
Kepala Dinas Sekretaris ditandatangani
P ’ r i Kepala Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim PenyL:spl.:::.an - Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
A 4 Renstra SOPD yang
8 Pemb.uatan surat pengantar pengiriman sydah . 1SMenit |Suratpengantar
sekaligus penomoran surat ® ditandatangani
Kepala Dinas
v
Penggandaan Dokumen rencana strategi 2
9 lima tahunan Dinas PMD - Surat pengantar 1 Hari Renstra SOPD
v Terkait SQP
Pengiriman dokumen rencana strategi lima Pengelolaan
10 [tahunan Dinas PMD ke BAPPEDA dan ‘ ’ Renstra SOPD 30 Menit  |Renstra SOPD Surat
pengarsipan Keluar/Naskah
Dinas

= _Kg;g])gginas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

= tiie\r?tan Tengah,
=y e\

<3 -' 3 i #
# Al 197005142006041010




Nomor SOP SOP/PROG/02/DPMDes/2025 1
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi |

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

ar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Mengetahui aturan dan regulasi tentang pedoman penyusunan program

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2007 tentang| 2. Memahami langkah penyusunan program
Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

3, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026

4, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
DPA SKPD
Restra

Komputer, Printer, Internet
Alat Tulis Kantor

$ WM

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Proses penyusunan Rencana Kerja tahunan harus dibuat sesuai, terjadwal dan tepat|Dokumen RENJA

waktu sebab apabila terlambat akan menghambat kegiatan bidang secara
keseluruhan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengumpul dan Keterangan
Ketua Tim Sekretaris Pengolah Data Kelengkapan Waktu Output
Laporan
Membuat surat pemberitahuan kepada semua Surat yang telah dibuat
1 |bidang untuk menyusun kegiatan sesuai dengan dan ditandatangani oleh 3 hari Draft dalam bentuk surat -
Tupoksi masing-masing kepala SOPD
Menghimpun semua usulan kegiatan yang disusun D‘aftalr usularj: yang Blah ; Draft ustian ngmm.
2 . diterima dari masing- 2 hari kegiatan masing-masing -
oleh semua seksi
T masing bidang bidang
Y Daftar usulan/berkas Draft usulan yang siap
Meneliti kembali draft rencana kerja tahunan yang S ; ; ik
3 : ; : diteliti kembali usulan 5 hari diajukan kepada kepala -
telah disusun oleh masing-masing bidang A
Y benar-benar sesuai SOPD
; Membuat kompilasi dari M::::; :{jgt;’;"t;ehna]ad;
Mengkompilasi semua kegiatan yang telah disusun semua bidang untuk ZZri kit sar;;aai
4 |untuk dibuat dalam bentuk buku dan sebagai salah dijadikan satu buah 5 hari dap ycctakan anp -
satu dokumen buku dalam bentuk B ¥ g
ddiation sudah ditanda tangani oleh
kepala SOPD
v Mengirim dokumen
5 Menyampaikan rencana kerja yang ditanda tangani kepada instansi terkait £ s Mengirim dokumen kepada )
oleh kepala SOPD kepada instansi terkait DPRD, BAPEDDA, Biro instansi terkait
Keuangan
1 S Menyampaikan dokumen
Mendistribusikan dokumen rencana kerja kepada dok:me pke i RENJA kepada semua
6 |[semua seksi sebagai pegangan masing-masing ( ’ - ng—;asir:lg bidang 1 hari bidang dan menyimpan di S

seksi

bagian perencanaan

di lingkup Dinas PMD anbagal arsip

'}ﬁbinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
i

|y

“‘Kﬂiﬁi}.@ntan Tengah,

Eb/millmma Muda
1P-197005142006041010




Nomor SOP SOP/PROG/03/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Mengetahui aturan tentang penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja| 2. Untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan Lakip

Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021-2026
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Renstra
2. Renja

3. Komputer, Printer, Internet
4, Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Proses penyusunan Lakip dilakukan setiap 1 tahun sekali pada awal tahun anggaran|Pembuatan laporan akuntanbilitas kinerja pemerintah dilaksanakan dari penyusunan laporan awal
dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yakni|sampai akhir kegiatan program

Lakip tahun 2024 disusun pada awal tahun 2025, ini bertujuan untuk mengetahui
kegiatan tahun lalu sebagai bahan evaluasi yang akan datang




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Pengumpul dan Keterangan
Penynsunan Sekretaris Pangolah Data Kelenghkapan Wakm Dutput
Program Laporan
. : . Draft dalam bentuk
1 Merjyusun reka?nulabi program pada Dinas PMD dan DPA, RKA Kegiatan 3hari |dokumen dari masing- -
kegiatan yang dilaksanakan - :
masing kegiatan
L ]
. . . Draft dalam bentuk Surat konsep untuk
2 rembuat pengantar yang diketahui olch Kepala Dinas/ dckumen dari masing- 1hari |diajukan kepada Kepala -
epala SOPD ) . )
T masing kegiatan Dinas
Membuat ringkasan eksekutif yang dibuat oleh staf] X Membuat konsep
: - Surat konsep untuk R )
pelaksana yang kemudian diajukan kepada Kasubbag . |ringkasan Lakip untuk
3 . . diajukan kepada Kepala 2 hari -
penyusunan program dan kemudian dilanjutkan kej Dinas diajukan sebagal draft
Kasubbag dan Kepala SOPD ' perencanaan
k. 4 Membuat konsep
4 Menyusun daftar isi sesuai dengan visi dan misi serta ringkasan Lakip untuk 1 hari Menyusun daftar ist )
program kegiatan ® diajukan sebagai draft berdasarkan urutan
perencanaan
Membuat Lakip berdasarkan urutan bab, mulai dar{
1. Visi dan misi 1
2. Tujuan Menyusun daftar isi ,  |Membuat draft laporan
3 |3 Sasaran berdasarkar urutan Ahari | esuat dengan urutan ’
4, Kebijakan * ga
5. Program
6. Rencana Kerja
Capaian kinerja
Membuat laporan
1. Aspek keuangan h J .
L L |berdasarkan urutan mulai
2. Analisis pengukuran kinerja Membuat draft laporan . .
6 , g . 4 hari dariaspek keuvangan s/d -
3. Indikator kinerja utama {IKU} sesuai dengan urutan !
. 4 strategi pemecahan
4, Permasalahan masalah

5. Strategi pemecahan masalah




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Pengumpul dan Keterangan
Penyusunan Sekretaris Pengolah Data Kelengkapan Waktu Output
Program Laporan
+ Membuat laporan
berdasarkan urutan .
; PR ; Membuat kesimpulan dan
7 |Kesimpulan dan saran mulai dari aspek 1 hari -
: saran
keuangan s/d strategi
Lﬁ ﬁ pemecahan masalah
Mot c%an mengganc‘iakan Lakx? kepatla. semaia Membuat kesimpulan . |Mencetak dokumen Lakip
8 |SOPD terkait Bappeda, Biro Ortal, Biro keuangan dan 1 hari -
dan saran dan menggandakannya
Inspektorat o
h 4 Mengarsipkan dokumen
9. |pengarsipkan dokumen Lakip ( ) Mencetak dokumen Lakip 1 hard Lakip sebagai dokumen

dan menggandakannya

kaitan yang sewalktu-
waktu dapat diperlukan

la Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/PROG/04/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di leh
shkan Ol Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021-2026
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Proses penyusunan DPA SKPD yang disusun setiap akhir tahun tidak sesuai SOP.
Maka proses penyusunan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal

Nama SOP

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dasar hukum sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun DPA SKPD
2. Mengetahui proses dan tahapan penyusunan DPA SKPD

Peralatan/Perlengkapan
1. Renstra

2. Renja
3. Komputer, Printer, Internet
4, Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan
Dokumen RKA SKPD




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim Penyusun Bahan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
Laporan
Memerintahkan penyusunan Dokumen . .. |Mengumpulkan RKA i
] Pelaksanaan Anggaran {DPA) @ Nota dinas 15 Menit SKPD
L ft alivan kas DPA
Menyiapkan dokumen rencana kerja anggaran Draftaliran kas D
2 |(RKA)} dan memerintahkan Penyusun Bahan :I;:gu mpulkan RKA 1Hari  |masing-masing -
Laporan untuk membuat aliran kas T Bidang/Sekretariat
Melakukan  penyesuaian RKA  sekaligus ‘l Draft aliran kas DPA Draft aliran kas DPA
3 |menghimpun aliran kas dari masing-masing masing-masing 3Hari |masing-masing -
bidang/sekretariat - Bidanp/Sekretariat Bidang/Sekretariat
k4
Tidak Draft aliran kas DPA Konsep Dokumen
4 F;[)epn;t}:uat draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran - masing-masing 120 Menit |Pelaksanaan .
P Bidang/Sekretariat Anggaran (DPA)
Dokumen
Tidak /\ Pelaksanaan
Mengaoreksi konsep Dokumen Pelaksanaan P * Kansep Dokumen .. |Anggaran {DPA) yang
5 Felaksanaan Anggaran| 30 Menit : -
Anggaran (DPA] (DPA) sudah dikereksi
Kasubbag
Penyusunan Program
Mencermati dan  memverifikasi  konsep Y Dokumen Dokumen
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) dan ~ a Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan
6 [menyampaikan Dokumen Rencana Kerja - {DPA) yang sudah 30 Menit  |Anggaran (DPA) yang -
Anggaran (RKA) kepada Kaban untuk dikoreksi Kasubbag sudah dikoreksi
memintakan persetujuan Ya Penyusunan Program Sekretaris




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim P““’{::‘:;::"“ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
‘ Dokumen Rencana Kerja
- Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Anggaran 15 Menit Anggaran (RKA) yang
Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas (DPA) yang sudah sudah ditandatangani
'|' dikoreksi Sekretaris Kepala Dinas
Menerima D?A yang sudah dfu?ndal:angam ¢ e
kemudian digandakan dan didistribusikan
; i ] Anggaran (RKA) yang Dokumen DPA
B8 |kepada masing maisng Bidang/Sekretariat . : 15 Menit
i sudah ditandatangani sementara
sebagai bahan rapat bersama DPRD setelah Katiath Dings
berkonsultasi ke BAPPEDA P
Menglkut[ pemb'flhasan dengan DPRD. Jika afia Dokumien DPA yang
penyesuaian dari DPRD akan segera diperbaiki Dokumen DPA .
9 5 2 il i 1Hari |sudah disahkan di
dan jika tidak maka langsung ditindak lanjuti sementara DPRD
untuk dilaksanakan T
Menugaskan Penyusun Bahan Laporan untuk " Dokumen DPA yang
10 |perbaikan penyesuaian dari DPRD kemudian sudah disahkan di 1Hari |DPA SKPD final -
dibagikan dan disimpan sebagai arsip T DPRD
1 Melakukan perbaikan, mendistribusikan dan DPA SKPD final 1Hari  |ppaskep

menyimpan DPA sebagai arsip

)

fa Utama Muda

T ¥

y _ XWAH,SIP M.IP

~#N1P,197005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/PROG/05/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

i I
Digahican Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021-2026
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah

Keterkaitan

1. Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/Naskah Dinas

Peringatan
Proses penyusunan RKA SKPD yang disusun setiap akhir tahun tidak sesuai SOP.
Maka proses penyusunan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal

Nama SOP PENYUSUNAN RKA SKPD

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dasar hukum sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun RKA SKPD
2. Mengetahui proses dan tahapan penyusunan RKA SKPD

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra

2. Renja

3. Komputer, Printer, Internet
4. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan
Dokumen RKA SKPD




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim PenyLl;;uor:::han Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan penynsunan  Rencana . .. |Penyusunan RKA i
1 Kerja Anggaran [RKA) @ Nota dinas 15 Menit SKPD
Memerintahkah Penyusun  Bahan ¥
Laporan unyuk membuat format .
2 |pengumpulan data dan  informasi Fs’lir;)];usunan RKA 30 Menit gr]&ﬂ: format pengisian -
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari 1
masing-masing bidang dan sekretariat
Menghimpun semua usulan berdasarkan - Draft format pengisian Usulan masing-masing
3 |pagu anggaran yang ‘tersedia pada RKA peng 3 Hari Bidang/ Sekretariat -
masing-masing bidang/sekretariat T terkait rancangan RKA
| Usulan masing-masing
Menyusun dan meneliti kembali usulan Usulan masing-masing Bidang/ Sekretariat
4 |yang telah disampaikan agar tidak ada Bidang/ Sekretariat 1 Hari terkalt rancangan RKA -
usulan yang tertinggal dan keliru terkait rancangan RKA yang sudah
diveriftkasi
Usulan masing-masing
. Bidang/ Sekretariat . )
5 :‘I':mb;‘:; [R:;'S‘sep Rencana  Kerja » terkait rancangan RKA | 30 Menit :ﬁ"szfaie(';;g? Kerja .
£ga Tidak P vang sudah BE
diverifikasi
/.\ Rencana Kerja
Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Tidak - - Konsep Rencana Kerja . Anggara.n (RKA) yang
6 Keria A rau (RKA] v ¢ Anggaran (RKA) 120 Menit |sudah dikoreksi -
Ja Angg \./ Kasubbag Penyusunan
Program
Mencermati dan wnemveriflkasi konsep Rencana Kerja Rencana Keria
Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Ya Anggaran (RKA) yang Angaaran (;]Kﬁ} an
7 Jdan menyampaikan Dokumen Rencana - sudah dikareksi 120 Menit geara : yang -
. sudah dikoreksi
Kerja Anggaran [(RKA) kepada Kaban Kasubbag Penyusunan .
Sekretaris
untuk memintakan persetujuan Program




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Ketua Tim reRgumn sl Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Laporan
- Rencana Kerja Rencana Kerja
8 Penandatanganan dokumen Rencana Anggaran (RKA) yang 30 Menit Anggaran (RKA) yang i
Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas sudah dikoreksi sudah ditandatangani
Y Sekretaris Kepala Dinas
¥ Rencana Kerja Surat aiilai
Pembuatan surat pengantar pengiriman Anggaran (RKA) yang " S i
9 § z s 15 Menit  |Rencana Kerja -
sekaligus penomoran surat sudah ditandatangani
9 : Anggaran (RKA)
Kepala Dinas
L 4
Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Surat pengantar Penggandaan dan
10 |Anggaran (RKA) dan mengarsipak Rencana Kerja 1 Hari pengarsipan dokumen -
dokumen Anggaran (RKA) RKA
v Terkait SOP
Pengiriman dokumen Rencana Kerja Penggandaan dan Surat pengantar, Pengelolaan
11 |Anggaran (RKA) Dinas FPMD Prov. ( ’ pengarsipan dokumen | 30 Menit |Dokumen RKA Dinas Surat
Kalteng ke Instansi terkait RKA PMD Prov. Kalteng Keluar/Naskah
Dinas

‘,.‘ RyA Ar}is.lp MIP
0

l.ama Muda




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/PROG/06/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

R Provinsi Kalimantan Tengah

SEKRETARIAT

Dasar Hukum
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kineria Instansi Pemerintah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan
1. SOP Pembuatan LKIP

Peringatan
Apabila proses Pengumpulan Data Kinerja tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
Penyusunan LKIP tidak akan terlaksana

Nama SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Kualifikasi Pelaksana

Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas

Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Pemerintah daerah secara keseluruhan
dan Administrasi Pemerintahan; keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA OPD

Memahami Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi AKIP

Peralatan/Perlengkapan
1. RPIMD Prov. Kalimantan Tengah
2. RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencatatan dan Pendataan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Eeoan Fan Kepala Bidan Kelengkapan | Waktu Output
oy Perencanaan pa g P P
Kepalla Dinas ‘Pemberdayaa.n Masyarakat d.an Desa § o . |pispostsi
1 |Provinsi  Kalimantan  Tengah  memerintahkan ) g Smenit |,. . -
PE Disposisi Pimpinan
Pengumpulan Data Kinerja
Membuat format pengumpulan data dan informasi dari Dokumen
2 |masing-masing Bidang dan  Sekretariat dan Dokumen Smenit |format data
disampaikan kepada Ketua Tim Perencanaan kinerja
v
N!enylampaikan format perm.intaan data dan informasi e
3 |kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang untuk Dokumen 10 menit -
i t P kinerja
Pengisian Data Kinerja
Menghimpun dataldan informasi kinerja dari masing- T
4 |masing Kepala Bidang dan menyampaikan kepada Dokumen 480 menit | . ¢
: kinerja
Sekretaris
Menghimpun data dan informasi kinerja dari Ketua Tim 1
Perencanaan yang telah terkumpul dan data kinerja
dan menyampaikan hasil Pengumpulan Data Kinerja t Dokumen data
3 kepada Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERACEn A kinerja
Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan
Pengukuran Kinerja
y
6 |Menerima Laporan hasil Pengumpulan Data Kinerja Dokumen 15 menit plisreis oo -

kinerja




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
/| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/PROG/07/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

SEKRETARIAT

Dasar Hukum
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Keterkaitan
1. SOP Pembuatan LKIP

Peringatan
Apabila proses Pengumpulan Data Kinerja tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
Penyusunan LKIP tidak akan terlaksana

Nama SOP

1. RPIMD Prov. Kalimantan Tengah
2. RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PENGUKURAN KINERJA

Kualifikasi Pelaksana

Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas

Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara

keseluruhan dan Administrasi Pemerintahan; keseluruhan dan penjabarannya melalui

RENSTRA OPD
Memahami Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi AKIP

Peralatan/Perlengkapan

Pencatatan dan Pendataan




Pelaksana Mutu Baku
N Kegiata teran
’ e Kepala Dinas Sekretaris Wt Ti Kepala Bidan, Kelen an Waktu Output “ -
P Perencanaan pa g ghap P
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi  Kalimantan Tengah D ; - .. |Disposisi
4 memerintahkan Penyusunan Pengukuran Rispoie Suras 30 Meny Pimpinan
Kinerja
A 4 Dok
Mengundang Kepala Dinas dan Kepala Format Sl
: A Format
2 |Bidang untuk rapat pembahasan pengukuran Pengukuran 1 Hari -
Fmerd : Pengukuran
kinerja Kinerja el
Kinerja
2 L A r 3
Draft Draft
3 rdatskla:]rﬁa;jner'a Nap Besehuesn Pengukuran 120 Menit |Pengukuran
e ’ 1 G 1 [ Kinerja Kinerja
Menganalisis data dan informasi Pengukuran Dokuntei
4 Kineg'a“ i tarkaoul 2 Dokumen 1Hari |Pengukuran -
Tja yang p 1 Kinerja
Mengoreksi konsep dokumen Pengukuran Poligssn
5 3 g. P & Dokumen 30 Menit |Pengukuran -
Kinerja Gy s
¢ Kinerja
= Doku
okumen
6 M_enaf-ndatangani dokumen  Pengukuran Dokumen 15 Menit |Pengukuran i
Kinerja L
T Kinerja
* Dok
. okumen
- Penggandaan ) da1:1 Pengarsipan dokumen Biianin 10 Menit |Pengukuran .
Pengukuran Kinerja Kinerja

PNIP, 197005142006041010

Ii!nas Pe

mberdayaan Masyarakat dan Desa




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

A\
12 Papruari 2025

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh ainas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

'si Rélimantan Tengah,

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

Peringatan
Prosedur ini berlaku setelah pemberkasan arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sampai
dengan penempatan arsip sesuai klasifikasinya.

| PENGARSIPAN DOKUMEN SURAT

Nama SOP
PERTANGGUNGJAWABAN (SP]

Kualifikasi Pelaksana
1. Petugas mengklasifikasikan (jenis, bulan dan tahun) SPJ yang akan diarsipkan

2. Memasukkan SPJ] ke dalam odner arsip SP], menurut klasifikasinya

Peralatan/Perlengkapan
Personal komputer/ laptop dan peralatan pendukung pengarsipan

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai dokumen manual pengarsipan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

v

Mulai

Petugas mengklasifikasikan (jenis, bulan dan tahun) SPJ
yang akan diarsipkan

Masukan SPJ ke dalam odner arsip
SPJ, menurut klasifikasinya

__/-_

Pihak Terkait

Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Verifikator Keuangan




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/02/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2- peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Keterkaitan
SOP Laporan Fungsional

Peringatan

Jika Laporan Fungsional dan Laporan Administrasi tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
mengganggu Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

PENYUSUNAN LAPORAN FUNGSIONAL DAN LAPORAN
ADMINISTRASI

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana
Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan
Laporan Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi
Laporan Keuangan
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya

2. Dokumen berupa laporan pengesahan SPJ, SPP dan SPM
3. SP2D dan dokumen menyangkut aset BKU

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen
2. Dokumen Laporan Fungsional dan Laporan Administrasi




Administratif

Pelaksana Mutu Baku -
®
s
No Kegiatan Kasub
- Sekretaris g Kepala Dinas / E
Keuangan dan Bendahara Staf Kelengkapan Waktu Output
Dinas PA
Aset / PPK
Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan
1 |Aset untuk menyusun Laporan Fungsional Disposisi Surat 5Menit  |Disposisi Surat
dan Administratif
Menugaskan Bendahara untuk s
2 |menyiapkan Laporan Fungsional dan } Disposisi Surat 5 Menit | Disposisi Surat -
Administratif L
3 Format Penyusunan Format Penyusunan
3 :::ﬁ::ﬁﬂ‘:;::ilgf:g:::ng Laporaa }— Laporan Fungslonal dan 30 Menit  |Laporan Fungslonal dan E
BS g Administratif BKU Administratif BKU
: . Format Penyusunan
M tk dan | an F 1 |
4 ﬂ;m:du; ln;r;s:gf an Laporan Fungsiona Laporan Fungsional dan 3 hari ‘[;;:: jl’:gg-r;?fFungsmna dan )
Administratif BKU "
i kesesuaian La Adminitratif )
5 1:;“?: B::Iﬁ::lu ::: Er;:_:::: ke Ka.::bba Draf Laporan Fungsional 1am Draf Laporan Fungsional dan .
B B dan Administratif Administratif
Keuangan
4
6 Memeriksa dan mengoreksi Laporan Draf Laporan Fungsional 30 Menit Draf Laporan Fungsional dan )
Fungsional dan Administratif ’ Administratif
- Menandatangani dan mengesahkan { ’ Draf Laporan Fungsional 10 menit Draf Laporan Fungsional dan B

Laporan Fungsional dan Administratif

dan Administratif

.Ahva\ui‘slp.. M.IP

\2\%,
s \‘ Penﬁ!ma‘ s?muMuda
NlP 197005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA,
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT Nama SOP LAPORAN MUTASI ASET DAN CATATAN ATAS LAPORAN

Dasar Hukum

KEUANGAN

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan

Keuangan
Memiliki kemampuan dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi

Laporan Keuangan
Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang berkaitan dengan aset
Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Fungsional

Peringatan

1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Dokumen berupa laporan pengesahan SPJ, SPP dan SPM
3. SP2D dan dokumen menyangkut aset BKU

Pencatatan dan Pendataan

Jika Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen
2. Dokumen Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CalLK




Pelaksana Mutu Baku -
[1]
. 3
No egiatan . Kasubbag
Kepala Dinas /|  Sekretaris Keuangan dan | Bendahara Staf Kelenghkapan Waktu Output ﬂz
PA Dinas
Aset / PPK s
1 |Memerintahkan Kasubbag Keuangan
dan Aset untuk  melaksanakan DI
penyusunan  Laporan  Keuangen Disposisi surat 5 menit  |Disposisi surat -
Tahunan DPMDes
2 |Memerintahkan Bendahara untuk h 4
menyiapkan data pendukung Laporan } Disposisi surat 1hari  |Disposisi surat -
Keuangan Tahunan DMPDes !
3 |Mengumpulkan data pendukung ¥ Dok. SPP, 5PM, 5P2D,
Laporan Keuangan Tahunan DPMDes Lap Pengesahan, SP)
Bisposisi surat 2jam fe -
- Lap Aset dan
Persedlaan
4 [Mengevaluast data pendukung Laporan
Keuangan Tahunan dan menugaskan Dokumen SPF, SPM, Dokumen SPP, SPM,
staf untuk membuat Laporan SP2D, Laporan SP2D, Laporan
Keuangan Tahunan DPMDes “+ Pengesahan SPJ, 3 jam Pengesahan 5P, -
» 4 Laperan Aset dan Laporan Aset dan
Persediaan Persediaan
5 |Melaksanakan penginputan Laporan Dokumen SPP, SPM,
dan menyerakkannya kepada $P2D, Laporan Draf Laporan Keuangan
Kasubbag Keuangan dan Aset I Pengesahan SP), 25hari |berupa LRA, Neraca, .
Laparan Aset dan LO, LPE dan CaLK
Persediaan
6 |Memeriksa konsep Laporan Keuangan Draft realisasi
Tahunan, memaraf dan N . Draft realisasi anggaran, anggaran
menyerashkannya ke  Sekretaris v - neraca Lap mutasi Aset 3jam neraca [.a'p mutasi Aset -
pDPEMDes Tidak dan CALK dinas dan CALK dinas

F




Pelaksana Mutu Baku -
L]
5
No Kegiatan Kasubbag £
Repalatnne /| Selrataris Keuangan dan | Bendahara Staf Kelengkapan Waktu Output L]
PA Dinas =
Aset / PPK
: Ya
7 |Mengoreksi konsep dokumen Laporan ’ Draft realisasi
Tahunan DPMDes Dradt reslinal ang.garan, . |anggaran,
- neraca Lap mutasi Aset | 30 menit nieraca Lap mutasl Aset -
Tidak SHECALE S dan CALK dinas
B8 |Memeriksa dan  menandatangani Dk tsalisast
konsep dokumen Laporan Keuangan Draft realisasi anggaran, ok. realisas anggaran‘
= LRA, Neraca Lap mutasi i
Tahunan DPMDes + neraca Lap mutasi Aset | 10 menit Aset. LO. LPE dan CaLK
Ya dan CALK dinas YR

Dinas yang sah




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/04/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

FRBATI el Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan
SOP Laporan Fungsional

Peringatan
Apabila proses penyusunan laporan tidak sesuai SOP, maka proses penyusunan laporan
akan terhambat

Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan
Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi
Laporan Keuangan

3. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang berkaitan dengan aset

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. BKU

3. Rekap Realisasi Belanja

4, Rekap Rekening Koran Perbulan

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
Sekretaris Dinas| Keuangan dan Bendahara Staf Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1 [Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan Aset
menyusun Laporan Keuangan ‘ ": Disposisi Surat 5 Menit  |Disposisi Surat -
2 |Menugaskan Bendahara menghimpun data A 4
t buat L K |
yaikcmersbuat | sports Kennean Bukaan * Disposisi Surat 5 Menit |Disposisi Surat =
3 |Menghimpun data pendukung Laporan i I
Keuangan beserta staf + Disposisi Surat Shari |[DM Mlmg  Japarsi -
keuangan
4 |Menginput dan membuat draf Laporan +
Keuangan serta menyampaikan kembali EKU‘ SP) Be_nd. dok
kepada Kasubbag Keuangan dan Aset bngeluaran, Pajak. ~ |Konsep okumen
Penutupan, pemeriksaan| 5hari |Laporan Keuangan
dan rekonsiliasi Kas, serta Bulanan, BKU dan SP2D
1 Realisasi Keuangan.
5 |Memeriksa konsep dokumen Laporan i !
memaraf dan menyerahkannya ke Sekretaris Tidak Konsep dokumen Dokumen Laporan
Dinas Laporan Keuangan| 3 jam Keuangan Bulanan, BKU :
Bulanan, BKU dan SP2D dan SP2D
6 |Memeriksa dan menyetujui Konsep Dokumen
Laporan Keuangan Bulanan Dinas
’ 8 Ya Defumen Laporan Dokumen Laporan
Keuangan Bulanan, BKU| 30 menit Ke  Bulanan Dinas -
dan SP2D v

22 ”fﬁ_g Utama Muda
/" INIP. 197005142006041010

pla l}i_na_s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
‘Kalimantan Tengah,




Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Keterkaitan

1. SOP Bidang Umum dan Kepegawaian
2. SOP Bidang Perbendaharaan

Peringatan
Apabila penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai terlambat
dibuat, maka penerimaan gaji pegawai tidak bisa tepat waktu

Nomor SOP SOP/KEU/05/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025
Disahkan Oleh Kepa.la 'Dlna.s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT Nama SOP PENGAJUAN PERUBAHAN GAJI PEGAWAI

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepegawaian
2. Memiliki kemampuan membuat daftar gaji

3. Memiliki Integritas

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya

2. Daftar Gaji ASN
Jaringan Internet

3.

Pencatatan dan Pendataan
Setiap Pegawai menandatangani daftar gaji sesuai nama pegawai setiap bulan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
::::I(I;?’:gg:::;; Keuangan dan Bendahara Dl:l::‘:]:tli Sekretaris Kepal::iinas / Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1. |SK Kenaikan/Pemberhentian dari
Jabatan, SK Kenaikan Gaji Berkala,
'Sntnl;e:si':n s:: e:ﬂ:d?:y:\alml:ianaﬁxz ¥ Data Kepegawaian | 15 menit |Data Kepegawaian
maupun pengurangan dalam
perhitungan pembayaran gaji
2. |Mendisposisi kepada Bendahara
untuk memproses berkas 4_ SK dan berkas S menit [SK 427 ber‘kast .
perubahan gaji pegawai pendukung lainnya pendukung lainnya
3. |Bendahara  membuat  Register
pengajuan perubahan gaji pegawai
berdasarkan SK-SK dan berkas k4
pendukung lainnya yang 3 SK, Register
mengakibatkan terjadinya kenaikan ' SK dan berkas 1 pengajuan
ataupun  pengurangan  didalam pendukung lainnya perubahan gaji
perhitungan pembayaran gaji paling pegawal
lambat pada minggu terakhir bulan
sebelumnya yang dibantu oleh
Pembuat Daftar Gaji
4. |Register perubahan gaji X
ditandatangani  oleh Bendahara /
:"“3:'“?’“" dﬁ“ B :;P”"::: - $K, Register SK, Register
esesuaiannya ga y ; :
diajukan, kermludian diajukan ke g::ug;i?n gail 30 menit gg?f:;f;; gaji %
Kepala Sub Bagian Keuangan untuk pegawai pegawai
diverifikasi dan diteliti, dokumen
perubahan  gaji  diparaf oleh
Sekretaris
5. |Sekretaris Dinas menerima Register SK, Register
dan berkas kelengkapan pengajuan SK, Register pengajuan
perubahan gaji pegawai DPMDes » pengajuan 10 menit perubahan gaji )
untuk tandatangani oleh Kepala perubahan gaji pegawai, Surat
Dinas dan disampaikan ke Bidang| pegawai Pengantar
Perbendaharaan BKAD g perubahan gaji

005142006041010




Dasar Hukum
1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Keterkaitan

Peringatan
Jika penyusunan SPP LS Gaji tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu
pelaksanaan kegiatan

Nomor SOP SOP/KEU/06/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT Nama SOP PENGAJUAN SPP-LS GAJI

Kualifikasi Pelaksana
1.
2. Memiliki kemampuan membuat daftar gaji

Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepegawaian

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Daftar Gaji ASN

3. Form SPP dan SPM-LS Gaji

Pencatatan dan Pendataan
1. Tersimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen Daftar Gaji ASN
3. Dokumen SPP dan SPM-LS Gaji




BKAD

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
Pembtéaatﬂbaftar PZ:“"?:::“ Keuangan dan |Sekretaris Dinas Kepal;:lnas / Kelengkapan Waktu Output
e Aset / PPK
1 |Membuat rincian data penerima gaji Terhimpunnya data
Data Kepegawaian 1 Hari pegawai untuk z
. pengajuan gaji
2 |[Membuat SPP-LS (Gaji dan
ditandatangani - Daftar gaji pegawai, form . i
- SPP-LS Gaji 1jam Form SPP-LS Gaji
L J
3 [Memverifikasikan SPP-LS Gaji ASN, :
menguji  kelengkapannya  dan -| " " ; Terverifikasinya draf
menandatangani Deat SPP-LS Gaji Liam — fepp.is Gaji
4 [Membuat SPM-LS Gaji ASN dan 4
disampaikan kepada Sekretaris . . N Tersedianya dokumen
vaRmn i Jam - 1spp dan SPM-LS Gaii
5 |Memeriksa kesesualan dokumen _
SPP dan SPM untuk ditandatangani " Tersedianya dokumen 15 mesit dokumen pendukung
i SPP dan SPM-LS Gaji SPP dan SPM-LS Gajl
v
6 |Pengesahan dokumen SPP dan SPM-
LS Gaji ASN untuk disampaikan ke dokumen SPP dan SPM- . dokur.rllen SPP dan SPM-
» 15 menit  |LS Gaji yang sudah -

LS Gaji

disahkan Kepala Dinas

: ep_qié-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
= e
Y sﬂ}fal_ii'p‘?ntan Tengah,



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/07/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Risstikan:Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provins| Kalimantan Tengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Jika pengajuan pencairan tidak dilaksanakan sesuai sop maka mengganggu proses
pencairan anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Nama SOP PENGAJUAN PENCAIRAN KE BENDAHARA PENGELUARAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Pencairan berdasarkan aplikasi SIPD RI
2. Mengetahui Arus Kas Per Triwulan
3. Memahami aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan

Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
Lembar kontrol/ lembar verifikasi pengajuan SPP-LS
Dokumen SPJ

Form SPP-LS Barang dan Jasa

Daftar Standar Harga

I o o

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan dokumen manual
2. Dokumen terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
PPTK Bendahara Keuangan dan | Kepala Dinas / PA Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1 |Menyiapkan NPD, Nota, Kwitansi dan
Dokumen Pendukung Lainnya NPD, Nota, Kwitansi
}' dan Dokumen 2 hari gf)'lf:f]ﬁpa“
[ ) Pendukung Lainnya
2 |Memeriksa kesesuaian NPD, Nota,
I(\u\:rlmnsi dan Dokumen Pendukung NPD, Nota, Kwitansi Terperiksa
Gainkye Tidak dan Dokumen 15 Menit |Kelengkapan
Pendukung Lainnya Dokumen
3 |Memverifikasi NPD, Nota, Kwitansi dan -
Dokumen Pendukung Lainnya NPD, Nota, Kwitansi Terverifikasi
dan Dokumen 15 Menit |Kelengkapan
Pendukung Lainnya Dokumen
4 |Melaksanakan pengesahan dan
menyetujui NPD, Nota, Kwitansi Kalenidanan
> dan Dokumen 15 Menit Dokurienp =
Pendukung Lainnya disetujul
5. |[Melaksanakan pembayaran
NPD, Nota, Kwitansi T:gi?i‘:;’;’ -
i dan Dokumen 30 menit gecara 3];““ Tunai -
Pendukung Lainnya (CMS)

l& Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
iMsifalimantan Tengah,




Nomor SOP SOP/KEU/07/DPMDes/2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT Nama SOP PEMBUATAN USULAN PENGHAPUSAN BMD

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas| 1. Memahami Proses dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 2. Mengetahui dan mengerti peraturan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laprop dan peralatan pendukung lainnya
2. Formulir penghapusan BMD
3. Surat usulan penghapusan BMD

Keterkaitan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses penghapusan BMD tidak sesuai SOP, maka pelaksanaan pendataan barang (Formulir penghapusan BMD
yang akan dihapus akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Sekusarts Keterangan
Pengelola Barang| Keuangan dan Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Aset
1 |Mengidentifikasi, merekap dan dan mengajukan T
form usulan penghapusan EMD Formulir usulan 4Hari |penghapusan BMDyang )
penghapusan BMD telah diisi
2 |Mengevaluasi pengajuan usulan penghapusan L 2 ) 3
BMD, jika setuju akan ditindaklanjuti, jika tidak Tidek | E::::;:ul::l:aar:\m S - ;2;‘;‘;;:“‘;53‘:;';” - )
i 1 telah diisi‘ telah diverifikasi
3 |Melakukan pengadministrasian terhadap form " “ I " 5 i
pengajuan  usulan penghapusan BMD, = OEmYLEUSUAN R ey
mendokumentasikan dan menyimpan barang di = PGI“EhdR_PHS:_"kaB":m yang 2 Hari Pf;"Eh;PUS_aﬁﬂkthﬂD yang -
gudang telah diverifikasi telah diverifikasi
4 [Membuat surat usulan penghapusan BMD IR Formulir usulan P
Tidak penghapusan BMD yang 60 Menit z:sh: it t;;:l; o -
* 1 telah diverifikasi peienag
e
5 |Memeriksa dan  memaraf surat  usulan
penghapusan BMD Konsep surat usulan 20 Menit Konsep surat usulan i
& penghapusan BMD penghapusan BMD
5 |Memeriksa dan  memaraf surat  usulan
lan Konsep surat usulan
penghapusan BMD Konsep surat usu i
2 , penghapusan BMD clieenc penghapusan BMD
et —
6 |Menandatangani surat usulan penghapusan BMD { Sorvat wealidiny doiaen
f Surat usulan 15 Menit penghapusan BMD yang )
penghapusan BMD telah ditandatangani
Kepala Dinas
7 |Menyerahkan surat usulan penghapusan BMD ke 4 Surat usulan dan Surat usulan dan
BKAD untuk ditindaklanjuti dokumen penghapusan dokumen penghapusan
BMD yang telah 60 Menit |[BMD yang telah -
ditandatangani Kepala ditandatangani Kepala
Dinas \ Dinas

as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4 I 'a_qtan Tengah,

RSIP.. M.IP
ma Muda

oA mmwéusmzunsun 010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/08/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pisahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Jika pengajuan SPP-LS tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mengganggu proses pencairan
anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Nama SOP PENGAJUAN PENCAIRAN KE BENDAHARA PENGELUARAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Pencairan berdasarkan aplikasi SIPD RI
2. Memahami Peraturan tentang Pengadaan Barang dan jasa
3. Memahami aplikasi SIPD RI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
Lembar kontrol/ lembar verifikasi pengajuan SPP-LS
Form SPP-LS Barang dan Jasa
Daftar Standar Harga

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan dokumen manual
2. Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
PPTK Bendahara Keuangan dan |Kepala Dinas /PA| Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1 [Menyiapkan draf SPP-LS Barang dan Jasa
berdasarkan dokumen pendukung yang
ada lalu diserahkan ke bendahara untuk L Tidak DPA, Standar 2 Heri Draf SPP Barang )
diverifikasi Harga dan Jasa
2 |Memverifikasi draf SPP-LS Barang dan
Jasa baik kelengkapan dan kesesuaian lalu
diserahkan ke Kasubbag Keuangan B Tidak Draf SPP Barang 15 Menit Draf SPP Barang i
Ya —v* dan Jasa ’ dan Jasa
3 |Memeriksa kesesuaian berkas SPP-LS
Barang dan Jasa lalu membuat SPM-LS Tersusunnya
Barang dan Jasa dan diserahkan kepada " Draf SPP Barang 2 Jam |PrafSPPdan :
Kepala Dinas » dan Jasa SPM-LS Barang
Ya dan Jasa
4 |Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan
SPM dan melakukan pengesahan selaku SPP dan SPM-LS
Pengguna Anggaran untuk kemudian e Draf SPP dan SPM .. |Barang dan Jasa
diajukan ke BKAD yang akan menerbitkan Barang dan Jasa e yang telah i
SP2D disahkan

la Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
{ Kalimantan Tengah,

* 7K
\% RYAWAN, 5.IP., M.IP
N, chibing Utima Muda
L JVN1R1197005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/09/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan |12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Risahikan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum
1 38

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsl Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Jika Pengajuan SPP-UP/TU/GU tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Proses
Pencairan Anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu Pelaksanaan Kegiatan

Nama SOP PENGAJUAN SPP-UP/TU/GU

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM GU
2. Mengetahul dan mengerti DPA
3. Memahami aplikasi SIPD

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Lembar kontrol/ lembar verifikasi pengajuan SPP-UP/TU/GU

3. Dokumen SPJ]
4. Form SPP dan SPM LS

Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen
2. Dokumen SPP - UP/TU/GU




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
Bendahara Keuangan dan |Sekretaris Dinas |Kepala Dinas / PA| Kelengkapan Waktu Output
Aset / PPK
1 [Menyiapkan draf SPP-UP/TU/GU
k duk
::;:r::asar an dokumen pendukung secara 4 Form SPP- 1,5 jam iy s -
" . UP/TU/GU e UP/TU/GU
Tidak
2 |Memverifikasikan draf SPP-UP/TU/GU serta
menguji kelengkapan dan menandatangani Terverifikasinya
> Draf SPP-UP/TU/GU | 15 menit |draf SPP- .
\ UP/TU/GU
3 |Membuat SPM-UP/TU/GU berdasarkan SPP ] Ya
dan menyampaikan kepada Sekretaris Dinas Tersusunya SPM
untuk di periksa Draf SPM-UP/TU/GU| 1jam |dan SPP- -
UP/TU/GU
4 |Sekretaris memeriksa kesesuaian berkas SPP
dan SPM UP/TU/GU > Dokumen SPM dan YRR JiH
i SPP-UP/TU/GU 10 menit |dan SPP- =
UP/TU/GU
5 |Kepala Dinas memeriksa kesesuaian berkas
SPM dan melakukan pengesahan selaku L, 4
Pengguna Anggaran, untuk kemudian Dokumen SPM dan . SPMdan SPP-
dilanjutkan ke BKAD yang akan menerbitkan SPP-UP/TU/GU 15menit. |{IP/TU/GU yang -
SP2D telah disahkan

f ARYAWAN, .1P., M.IP
a Uitama Muda
7005142006041010




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/KEU/10/DPMDes/2025
Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

EXGanIaIT Qe Provinsi Kalimantan Tengah

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan
Apabila proses pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak sesuai SOP, maka
pelaksanaan pendataan barang Inventaris Ruangan akan terhambat

Nama SOP

PEMBUATAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Proses dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Mengetahui dan mengerti peraturan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ laprop dan peralatan pendukung lainnya
2. Kartu Kendali BMD

Pencatatan dan Pendataan
Kartu Inventaris Ruangan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengelok Kasubbag Keterangan
Keuangan dan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Barang Aset
1 |Mengumpulkan data barang pada setiap ruangan
dan memasukannya ke dalam form KIR untuk i Form KIR 3 Hari Data Barang i
disampaikan kepada Kasubbag Keuangan dan Aset - Tidak inventaris
a
2 |Mencermati, mengoreksi data barang yang Datu B
disampaikan oleh Kasubag. Jika sudah benar Ya Bata® 3 i t:r?”g
diajukan ke kepada Kepala Dinas untuk 5 ; ata arfang 15 Menit 'm:;"':] dI'TS yang ” E
ditandatangani sesuai format HAVER :u HKI;ﬂPUtPB B
orm
3 |Kepala Dinas menandatangani format KIR setelah { Data Barang
terlebih dahulu mengoreksi dan mencermati i g Pormi KIR yang sudah
kebenaran barang yang ada dalam ruangan dengan sudah difnput pada 30 Menit diverifikasi -
yang ditulis dalam form KIR form KIR
4 |Menempatkan KIR yang sudah ditandatangani pada
dinding ruangan di tempat yang mudah dibaca dan Form KIR yang , i
dilihat v ) sudah diverifikasi | o0 Memit  [KIR
5 |Menyimpan dokumen KIR sebagai arsip internal Y
KIR 15 Menit  |KIR -
N

Kepala
... _Provinsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.I/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disatiian O Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan
Desa

3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan fasilitasi rancangan peraturan bupati tentang batas desa
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan fasilitasi tidak dapat berjalan
sesuai yang diharapkan

FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS

P
Nama SO DESA

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami petunjuk teknis verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas
desa/kelurahan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen regulasi dan petunjuk teknis verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas
desa/kelurahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan

Pencatatan dan Pendataan
Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pelaksana Ketua Tim Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Draft dokumen
peraturan bupati dan
Menerima surat masuk draft rancangan " berita acara BIG (Badan
: Alat Tulis Kantor : )
1 |peraturan bupati tentang penetapan dan (ATK) 5 Menit  |kesepakatan antar Informasi
penegasan batas desa desa yang berbatasan| Geospasial)
langsung, & pertek
dari BIG
l Draft dokumen
h 4 A peraturan bupati dan
Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi Beriaacara . REAR A AL or [Bada‘n
2 : kesepakatan antar 7 Hari telaah rancangan Informasi
draft rancangan peraturan bupati : 7
I desa yang berbatasan peraturan bupati Geospasial)
langsung, & pertek
dari BIG
Menyampaikan hasil telahaan Nota dinas hasil Pelaporan hasil
3 |rancangan peraturan bupati kepada 3 telaah rancangan 30 Menit  [telaahan rancangan -
pimpinan peraturan bupati peraturan bupati
Memberikan persetujuan nota dinas 2. Pelaporan hasil )
: . |Nota dinas yang telah
4 |hasil telaahan rancangan peraturan telaahan rancangan 10 Menit i ; »
_ ; ditandatangani
bupati =~ peraturan bupati
. i draft i lah
5 Menyampaikan ral rancangan Nota dinas yang tela T e p—

peraturan bupati ke Biro Hukum

ditandatangani

pala Dinas
erdayaan Masyarakat dan Desa
{Kalimantan Tengah,

RYAWAN, S.IP., M.IP
mbing Utama Muda
MNIP; 197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.I/02/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dshbiom Caet Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Nama SOP PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia o Keterangan
i Kel Waktu nt
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenzzara Kepala Dinas enpgliapan utp
Dokumen .
i < ) Kerjad
1 Menyusun  kebutuhan  peningkatan Perencanaan 2 Hari I]:encana Aer]a ,-2: i
kapasitas aparatur desa Anggaran encana Angga;
. J K a A Terkonfirmasinya
2 Mencart tempat  penyelenggaraan er‘ang a Acuan 1 Hari tempat pelaksanaan )
pelatihan aparatur desa Kerja [(KAK) kegiatan
l *
Terkonfirmasinya ] SK Panitia )
3 |Membuat 5K Panitla Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari Penyelenggara
kegiatan
. l‘ ‘L SK Paniti Rundawn acara
4 Menyusun rundewn acara pelatihan anitia 3 Jam pelatihan aparatur )
aparatur desa I I Penyelenggara desa
3
Membuat usulan kontrak dengan Rundf)wn acara . Kerangka Acuan
5 |penyedia jasa tempat pelaksanaan pelatihan aparatur 1 Hari Kerja (KAK)
kegiatan [hotel) | desa
. ¥ Rundown acara Surat pemanggilan
& Mem!:uat surat pe ggilan peserta pelatihan aparatur 7 Hari peserta pelatihan dan -
pelatihan dan narasumber desa narasumber
Rundown acara
! pelatthan aparatur Laporan persiapan
. . desa dan surat 1 Hari claksanaan )
7 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggilan peserta gﬂaﬁhan
pelatihan dan
narasumber
¥ Rundown acara
8 Melaksanakan pelatihan peningkatan pelatihan aparatur 3 Hari Laporan kegiatan )

kapasitas aparatur desa

desa dan dokumen
terkait lainnya




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Pyl Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
‘ ' ‘ l lah t
9 |Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan Laporan kegiatan 1 Hari l::]‘mihapam 2 -
Melakanakan monitoring dan evaluasi ‘ y 1 .
; Jumlah aparatur - Laporan monitoring
10 |penyelenggaraan pemerintahan desa 2 3 Hari :
by : terlatih dan evaluasi
yang telah mengikuti pelatihan I I
Melaporkan kepada pimpinan hasil X Laporan monitorin, Palapowin
11 .p : pa pimp po . . 15 Menit |monitoring dan -
monitoring dan evaluasi dan evaluasi evalias

FERYAWAN, S.1P., M.IP
bifia/tama Muda
AP 197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.I/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai
yang diharapkan

Pleatian Oich Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Nama SOP PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan
dan aset desa

Peralatan/Perlengkapan
1, Dokumen Regulasi tentang Keuangan dan Aset Desa
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Felaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keteranpgan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Peny:l? ra Kepala Dinas Kelenpkapan Waktu Output
Menyusun kebutuhan pelatihan Dokumen . Kerangka Acuan
1 {pengelolaan keuangan dap aset desa Perencanaan 2 Hari Keria (KAK) -
{Siskeudes dan Sipades) Anggaran
: L .
Mem:.an tempat  penyclenggaraan Kerangka Acuan . Terkonfirmasinya
2 |peftatihan pengelolaan kcuangan dan Kerja (KAK) 1 Hari tempat pelaksanaan -
aset desa [Siskendes dan Sipades) I i keglatan
L Terkonfirmasinya SK Panitia
3 |Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari -
. Penyelenggara
kegiatan
‘ Susunan acara
1 elatihan
Menyusun rundown acara pelatthan - P
SK Panitia pengcelolaan
4 |pengelolaan keuangan dan aset desa 3)am -
(Siskeudes dan Sipades) I Penyelenggara feuangan dan aset
desa [Siskeudes dan
Sipades)
k 4 Susunan acara
Membuat usulan kontrak dengan g :r,;:z& an
5 Eenyetdia[h 1:;&} tempat pelaksanaan keuangan dan aset 1 Hari Surat usulan kontrak -
egidtan thoe desa (Siskeudes dan
Sipades)
R . 4 Surat pemanggilan
o bt ou pemergion s st | e s pontanden|
pelatina I pe narasumber
_
1 Susunan acara
pelatiban dan surat Laporan persiapan
7 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggilan peserta 1 Hari pelaksanaan -
pelatihan dan pelatihan
narasurber




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan pelatihan pengelolaan X Su]s;?::na:;:;a
8 |keuangan dan aset desa (Siskeudes dan gzkumen PR 3 Hari Laporan kegiatan -
Sipades) ' lainnya
I I I 1 Jumlah admin dan
9 |Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan Laporan kegiatan 1 Hari operator keuangan -
I I dan aset desa terlatih
Melakanakan monitoring dan evaluasi l’ h 4 ‘ Jumlah admin dan
Laporan monitoring
10 |peserta penglolaan keuangan dan aset operator keuangan 3 Hari : -
dan evaluasi
desa yang telah mengikuti pelatihan I ] dan aset desa terlatih
Melaporkan kepada pimpinan hasil - Laporan monitoring s
11 15 Menit |monitoring dan -

monitoring dan evaluasi

dan evaluasi

evaluasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.1/04/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai
yang diharapkan

Nama SOP PELATIHAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan perencanaan
pembangunan desa

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi tentang Perencanaan Pembangunan Desa
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Eaku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Doku .
Menyusun kebutuhan pelatihan okumen . Rencana Kerjz dan
1 rencanaan pembangunan desa Perencanaan 2 Hari Rencana Anggaran )
pe Anggaran
. : .
Mcnc.an tempat  penyeienggaraan Kerangka Acuan . Terkonfirmasinya
2 [pelatihan perencanaan pembangunan . 1 Hari tempat pelaksanaan -
Kerja (KAK) h
desa T kegiatan
¥ .
Terkonfirmasinya SK Panitia
3 [Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari Penyelenggara
kegiatan
‘ . 4 Susunan acara
4 Menyusun rundown acara peiatihan SK Panitia 3jam pelatihan )
perencanaan pembangunan desa Penyelenggara perencanaan
I l pembangunan desa
L
¥
Susunan acara
Membu_at ‘usulan kontrak  dengan pelatiban . Korangka Acuan
5 |penyedia jasa tempat pelaksanaan 1 Hari . -
; perencanaan Kerja (KAK)
kegiacan (hotei}
pembangunan desa
. . 4 Surat pemanggilan
6 Mempuat surat pemangpilan peserta Susur'lan acara 7 Hari peserta pelatihan dan )
pelatihan dan narasumber pelatihan
T narasumber
_
_l Susunan acara
pelatihan dan surat Laporan persiapan
7 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggitan peserta 1 Hari pelaksanaan -
pelatihan dan pelatihan
narasumber




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
! Susunan acara
Melaksanakan pelatihan perencanaan pelatihan dan i -
ki .
¢ pembangunan desa dokumen terkait L Uepsren segiian
I lainnya
9 |Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan Laporan kegiatan 1 Hari { ;::::L PEIAA
v
Melaporkan kepada pimpinan hasil Jumlah peserta . |Laporan evaluasi
10 i . ; 15 Menit : -
monitoring dan evaluasi terlatih pasca pelatihan

'?_{_éﬁa‘la Dinas
emmiberdayaan Masyarakat dan Desa
Proagnsi Kalimantan Tengah,

Y,

(YAWAN, 5.IP., M.IP
ihina Utama Muda




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/BID.1/05/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2

Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat
berjalan sesuai yang diharapkan

A Provinsi Kalimantan Tengah
FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Nama SOP KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA YANG

Dasar Hukum
1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang fasilitasi rancangan peraturan daerah dan

peraturan bupati

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi tentang fasilitasi rancangan produk hukum kabupaten yang mengatur

desa
2. Alat Tulis Kantor

3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

MENGATUR DESA




Pelaksana Muitn Baku
No Kegiatan Keterangan
. . Kepala Bidang/ .
Pelaksana Fim Kerja Ketua Tim Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
Membuat SK Tim Fasilitasi Rancangan Dokumen Perencanaan
1 |Produk Hukum Kabupaten yang Mengatur 2 Hari SK Tim Kerja -
. Anggaran
Desa Se-Kalimantan Tengah
Menerima surat disposisi dari atasan atas 1
permintaan  telaahan/vevisi  daerah ; : 14Harl  |Di N
tindak lanjut -
2 kabupaten/kota dan peraturan SKTim Kerja ar \SROSISTE J
bupati/watilcota dari Biro Hukum Provinst
. . Dokumen
Meminta softcopy/hardeopy ke bagian softcopy,/hardcopy
hukum kabupaten/kota tentang & daerah
turan daerah rancangan Cacra
3 |fencangan pera Disposisi tindak lanjut 7Hari  |kabupaten fkota dan -
kabupaten /kota dan peraturan peraturan
bupatifwallkota_yang mengatur _ desa bupati/walikota yang
yang ingin ditelaah atau direvis inin ditelazh
Dokumen
Menelaah rancangan peraturan daerah | softcopy/hardcopy Hasil telaahan rancangan
kabupaten/kota dan peraturan rancangan pdaerah
. . . daerah kabupaten/kota
4 [bupati/walikota yang mengatur desa yang kabupaten/kota dan 3 Hari dan peraturan -
telah diperoleh dari Bagian Hukum T peraturan hup:ti Jwalikota
Kabupaten bupati/walikota yang
ingin ditelaah
Tidak 3 Hasil telaahan rancan Hasil telaahan rancangan
gan
h ten/kota
Memeriksa kembali hastl telaahan yang / daerah kabupaten/kota . daerah kabupaten/ko!
5 2 Hari dan peraturan -
telah dilakukan \ dan peraturan L
bupati/walikota bupati/walikota yang
p telah diperiksa
Ya Hasil telaahan rancangan
daerah kabupaten/kota
6 Metl:::?: szr:;npezﬁr;:;r ?n::sliln::tlaahan N dan peraturan 1 Hari ]Konsep surat pengantar -
un Hancatanga pimp bupati/walikotz yang
telah diperiksa




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
: Kepala Bidang/ 2
2 w t
Pelaksana Tim Kerja Ketua Tim Kepala Dinas Kelengkapan aktu Outpu
¥ S
; . urat pengantar yang -

7 |Menandatangani surat pengantar Konsep surat pengantar 15 Menit telah ditandatangani

Mengirimkan dokumen hasil telaahan !

Surat pengantar yang
rancangan peraturan daerah
telah ditandatangani "
8 |kabupaten/kota dan peraturan : 7 Hari Tanda terima dokumen -
- * ; oo berserta dokumen hasil

bupati/walikota ke Biro Hukum Provinsi iaahan

dan ke Bagian Hukum Kabupaten

Mengarsipkan dokumen hasil telaahan kS Arsip telaahan rancangan
g |rancangan peraturan daerah Fandsaniiing doloinien 3 Hari daerah kabupaten/kota

kabupaten/kota dan peraturan dan peraturan

bupati/walikota bupati/walikota

RYAWAN, S.1P., M.IP
bina Utama Muda

NIP. 197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.I1/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 15 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 15 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DisaikavOh Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG KELEMBAGAAN, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

(eterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tidak dilaksanakan
sesuai SOP, maka kegiatan Lomba Desa tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA MELALUI LOMBA DESA

T S0P DAN KELURAHAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan lomba desa dan kelurahan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pemenang lomba desa dan kelurahan




Pelaksana Mutu Baku
Ne Kegiatan Tim Penilai Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Lomba Desa/ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Kelurahan
Daftar Regulasi
dagri d
Mengumpulkan data dan informasi ‘ , gilfatz:r:frd}an‘an
1 Lel;kalth perkembangan desa dan Agenda Kerja 7 Hari Pusat yang berkaitan -
elurahan dengan
Perkembangan Desa)
Daftar Regulasi Rencana
Melakukan pemetaan terhadap rencana L (SK Mendagri dan Progam/Kegiatan
kegiatan dalam rangka pembinaan dan Surat-Surat dari . ] & .
2 7 Hari Bidang Terkait -
penguatan perkembangan desa dan I I Pusat yang berkaitan dengan Evaluasi
kelurahan dengan Perkembangan Desa
Perkembangan Desa)
l L Rencana SK Tim Penilai,
. Progam/Kegiatan Instrumen Penilaian,
3 Melnilapkan ‘:Oki?e_nta untuk T T Bidang Terkait 1Bulan |RAB Kegiatan, & -
pelaksanaan program/kegiatan dengan Evaluasi Surat ke
Perkembangan Desa Kabupaten/Kota
. i SK Tim Penilai,
Pelaksalnaan kegiatan pembinaan dan + ¥ l,_ l Instrumen Penilaian, .
evaluasi perkembangan desa (lomba ; Laporan Hasil
4 e - RAB Kegiatan, & 1 Bulan . -
desa dan fasilitasi penguatan tingkat Surat ke Kegiatan
perkembangan desa) | I Kabupaten/Kota
. . Felaporan hasil
ll\:iocnenma laporan hasil pelaksanaan i i . pelaksanaan kegiatan
mba Desa/Kelurahan dan Laporan Hasil . )
5 . 15 Menit  |dan pembuatan SK
memberfkan arahan untuk melaporkan Kegiatan juara Lomba Desa/
hasil kegiatan kepada Gubenur Kelurahan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Tim Penilai Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Lomba Desa/ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kelurahan
Membuat dan menyampaikan laporan Pelaporan hasil Surat laporan
hasil pelaksanaan Lomba A 4 pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
6 |Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan dan pembuatan SK 7 Hari dan SK penetapan s
SK Gubernur tentang penetapan Lomba Juara Lomba Desa/ Juara Lomba Desa/
Desa/Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Surat laporan
Menerima SK tentang penetapan Juara pelaksanaan kegiatan SK Penetapan Juara
7 |Lomba Desa/Kelurahan yang sudah dan SK penetapan 7 Hari Lomba Desa/ -
ditandatangani oleh Gubernur Juara Lomba Desa/ Kelurahan
Kelurahan
ala Dinas
gerdayaan Masyarakat dan Desa
Kalimantan Tengah,

. HARYAWAN, S.1P, MIP
Fombina Utama Muda
"NIP. 197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

SOP/BID.I1/02/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan

15 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

15 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG KELEMBAGAAN, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos
Pelayanan Terpadu
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka kegiatan Pelatihan Kader Posyandu tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan kader Posyandu

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kader posyandu

FASILITASI DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
DESA




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
A . Daftar Regulasi
Mengumpulkan data dan informasi ; .
: terkait kompetensi kader posyandu Agenda Kerja #Hiws dan Data Kader
Posyandu
1 A 4
Menyusun rencana pelaksanaan Daftar Regulasi p—
2 |kegiatan pelaithan peningkatan dan Data Kader 7 Hari Progam/Kegiatan
kapasitas kader posyandu I l Posyandu B &
3
_l__ l SK Panitia, Surat
Menyiapkan dokumen untuk Rencana a—-——
3 elaksanaan program/kegiatan 1 | Progam/Kegiatan 1830, | Nasksamber. Surat
P Pemanggilan Peserta,
dan Surat Lainnya
SK Panitia, Surat
- ; ¥ 4 ¥ Permohonan -
Pelaksanaan kegiatan pelatihan Laporan Hasil
3 eningkatan kapasitas kader posyandu INETAUBDOC. Buiss) 3 Kegiatan
prine P posy Pemanggilan Peserta, 8
I I dan Surat Lainnya
Menerima laporan hasil pelaksanaan
5 Lomba Desa/Kelurahan dan Laporan Hasil 15 Menit Pelaporan hasil .
memberikan arahan untuk melaporkan Kegiatan » pelaksanaan kegiatan
hasil kegiatan kepada Gubenur

& alimantan Tengah,
/ f: ‘-{;‘
/] &
!
| * !
- v "f, f
: . ARYAWAN, S.1P., M.IP
N ' 'Pembind Utama Muda

V7 NP1 197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.III/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

isah I
DUERENTAREh Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM,
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi
Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Desa
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan
TTG Unggulan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat
berjalan sesuai yang diharapkan

PELAKSANAAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

it DAN TTG UNGGULAN

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan lomba inovasi teknologi tepat
guna (TTG) dan TTG unggulan

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




PROSEDUR LOMBA INOVASI TEKNOLOG] TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia i Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Peayelenggara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menyusun  Perencanaan  Kegiatan
Lomba Inovasi Teknclogi Tepat Guna ( ’ Dokumen
Draf K
1 [{TTG) dan TTG Unggulan Tingkat Perencanaan 2 Hari K:;;ca FS;?Q Acuan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
2025
Membuat Surat Pemberitahuan Lomba + Surat Pemberitahuan Terinfarmasikan n
Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Lomba dan Formulir . ya
2 . ) o ) 1 Hari [tentang pelaksanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun isian Keikutsertaan ]
kegiatan lomba
2025 peserta lomba
‘ .
3 Mencari tempat pelaksanaan lomba . Draf Kerangka Acuan 1 Hari ;ﬁi‘;‘:’;ﬂiﬁg:an
Inovasi TTG dan TTG Unggulan Kerja [KAK) kegiatan
Menyusun rundown fjadwal I ] Tata Tertib dan Rundown/ jadwal
4 Pedoman 3 Jam
pelaksanaan Lontba acara Lomba
Pelaksanaan Lomba
I t 1 - Surat permohonan
Juri, dan Pembawa
Acara
Membuat Surat Permohcnan sebagai I Rundown acara '- Sambutan
5 |Juri, Pembawa Acara, draf Sambutan dan sosialisasi 1 hari pembukaan dan
laporan panitia penutup
- Laporan panitia
I pembukaan dan
n
l Nama penanggung
- jawab, ketuz dan
6 |Membuat Draft SK Panitia Lomba anggota beserta 3 Jam Draf 3K Panitia -
- Lomba
jabatannya pada
kegiatan lomba
7 |SK panitia kegiatan lomba | Draf 5K Panitia 1]am  |SK Panitia Lomba
| | Lomba
Surat Pengajuan
Membuat wusulan kontrak dengan l Kergngka Acuan Pengadaan Belanja
) Kerja (KAK) dan . Sewa Bangunan
g |penyedia jasa tempat pelaksanaan 7 Hari
kegiatan (hotel) Repcana Anggaran Gedung Tempat
& J Pertermnuan Melalui E

Biaya {RAB)

Catalog




PROSEDUR LOMBA INOVAS]I TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Penyelenggara
| 1 1 _
Membuat surat pemanggilan peserta ) Rundown acara . Surat pemanggilan
9 1 Hari
lomba lomba peserta
Penetapan Pemenang Jusra Tertana
Pelaksanaan Lomba Inovasi TTG dan Rxnciowa-acesa ten  |romba ot | Seutsertakan
10 e dokumen terkait 3 Hari Lomba TTG
TTG Unggulan - dan TTG Unggulan 3
s Tingkat Provinsi Fingiat
g Nasinnal
Laporan lomba
* 1 l tentang:
: - : Penetapan Pemenang : "-Jumlah peserta
11 |Menyusun laporan hasil kegiatan lomba dr Gokumien Labinya 1 Hari toribi
‘- Data inventarisasi
alat/inovasi TTG
-Jumlah peserta i
Melaksanakan monitoring dan evaluasi —J— A ‘l ‘l lomba ; Kes:aP e p i
12 : . — 6 Hari mengikuti Lomba
pasca lomba - Data inventarisasi TTG Tinekat Nasional
alat/inovasi TTG 8 i
— y Pelaporan dan
1y [Meliporkan kepads. pimpinen hesl Laporan Kegiatan 30 Menit  [evaluasi hasil :
monitoring dan evaluasi ;
kegiatan

epala Dinas

si Kalimantan Tengah,

WAN, S.1P,, M.IP
/197005142006041010

berdayaan Masyarakat dan Desa



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.II1/02/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

R O Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM,
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT

INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN

Nara SOP KERJASAMA ANTAR DESA

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang kerjasama desa

Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Inventarisasi Data dan Fasilitasi Desa yang Melakukan
Kerjasama antar Desa tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak
dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelenghkapan Waktu Dutput
Menyusun  perencanaan  inventarisasi
data kabupaten melalui fasilitasi Dokumen
. . N . Draf Kerangka Acuan
1 |kerjasama desa dengan pihak ketiga Perencanaan 2 Hari Keri -
. erja {KAK)
dan/atau potensi Desa yang akan Anggaran
dikerjasamalkan
Perencanaan tnventarisasi data lv Dokumen
kabupaten melalui fasilitasi kerjasama , Kerangka Acuan
z - . Perencanaan 2 Hari .
desa dengan pihak lketiga dan/atau Ansgaran Kerja (KAK)
potensi desa yang akan dikerjasamakan I ega
! ¥
Mencari ‘tempa.t. pe.l,aksan‘aan kegiatan Kerangka Acuan Terkonfirmasi tempat
3 |soslalisasi fasilitasi kerjasama desa Kerja (KAK) 1 Hari pelaksanazn kegiatan
dengan pihak ketiga E
Menyusun rundown acara sosialisasi L . Tata tertib dan
e . Rundown acara
4 |fasilitasi kerjasama desa dengan pihak pedoman 3[am
. sostalisasi
ketiga pelaksanaan kegiatan
- Surat permohonan
r # l narasumber dan
pembawa. acara
Membuat surat permahenan Rundown acara ) -Sambutan
5 |narasumber, pembawa acara, sambutan sosialisasi 1 Hari pembukaan dan
dan laporan panitia penutup.
- Laporan panitia
pembukaan dan
Deputunan,
. . Nama
penanggungjawab,
. . ketua dan anggeta Draf SK panitia
6 {Membuat draf SK Panitia kegiatan beserta jabatannya 3Jam kegiatan sosialisasi
pada kegiatan




PROSEDUR INVENTARISAS] DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Muitu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Keglatan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Ouiput
[ ] ¥
" ; ol e Draf SK panitia SK Panitia kegiatan
7 | panitia kegiatan sosialisasi kepiatan sosialisasi 1lam tsosialisasi
F?#z‘zt Sorat
Membuat pengajuan pesanan/kontrak Keranghka Acvan pesanan/kontrak
; ) atau pengadaan
melaiui pejabat pengadaan dengan Kerja (KAK) & . .
8 ! 7 Hari belanja sewa
penyedia jasa tempat pelaksanaan rencana anggaran
sosialisasi biaya (RAB) bangunan gedung
tempat pertemuan
maclalui B-Catalog
b w» b k
Membuat surat pemanggilan peseria
9 fkegiatan sosizlisasi fasilitasi kerjasama Ru:Tdt?wn 'acara 1 Hari surat pemanggilan
) sosialisasi peserta
desa dengan pihak ketiga T
. e l’ Rundown acara
Melaksanakan  kegiatan  sosizlisasi o .
10 [fasilitasi kerjasama desa dengan pihak sosialisasi dan 1Hari {LApPOran hasil .
] dokumen terkait kegiatan
ketiga
lainnya
| 4 ! - ]urn]l?h Pesem
. sosialisasi
17 |Menyusun laporan hasil kegiatan Lapocan kegiatan 1Hari |- Datainventarisasi .
inventarisasi dan sosialisasi
desa yang melakukan
[ r ! kerjasama desa
¥ [ ¥ P - Jumlah peseria
) . sosialisasi .
12 :)es];l;:ak;n Evaiuasi  pasca kegiatan - Data inventarisasi 1 Hari :iuer:;ah ?232‘:2 da
] desa yang melakukan yang

keriasama desa




PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Output
Melaksanakan monitoring dan evaluasi ‘ : 1 ’
; . Al : Laporan hasil
hasil kegiatan sosialisasi  tentang Jumlah kerjasama
Sha = ; 3 Hari monitoring dan
fasilitasi kerjasama desa dengan pihak desa yang sudah ada R
: evaluasi
ketiga ke kabupaten/desa
r .
N— . Laporan hasil Pelaporan
Mela.por!(an RGSdy e B monitoring dan 30 Menit  |monitoring dan -
monitoring dan evaluasi " %
evaluasi evaluasi

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
“Provinsi Kalimantan Tengah,

YAWAN, S.IP., M.IP
m_ﬁina Utama Muda
NIP. 197005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.III/03/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disahkan Oleh R
Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, Nama SOP SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT PERDESAAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pembentukan kawasan perdesaan

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Masyarakat
Perdesaan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor

3. Laptop/Personal Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Kawasan|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Perdesaan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan
sesuai yang diharapkan




PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITASI FEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu Baku
Ne Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
B
Monyusan  perencanzan  eglaao S— . Draferangha Acuan
1 |sosialisasi  fasilitasi  pembentukan Perencanaan 2 Hari ) -
Kerja [KAK)
kawasan perdesaan Anggaran
Per“e‘ncanaan kegiatan sosialisasi Dokumen ‘ Kerangka Acuan
2 |fasilitasi pembentukan  kawasan Perencanaan 2 Hari :
Kerja (KAK)
perdesaan Anggaran
Mencarl tempat pelaksanaan kegiatan .
Terkonfi t t
3 |sostalisasi  fasllitasi  pembentukan ::"f"a“[gﬂk:?;”a“ 1 Harl p:]ralfs';:';:ie !
kawasan perdesaan 1 i &
ek X ]
Mepyus].ln rundown acara sosialisasi Tata tertih dan Rundown acara
4 |fasilitasi pembentukan kawasan pedaoman 3lam sosialisasi
perdesaan pelaksanaan kegiatan
- Surat permohohan
l [ L 1 narasumber dan
|pembawa. acara
Membuat surat permohonan -Sambutan
fundown atara .
5 |narasumber, pembawa acara, sambutan sosialisasi 1 Hari pembukaan dan
dan laporan panitia penutup.
- Laporan panitia
pembukaan dan
penutunan
+ i Nama
penanggungjawab,
. . ketna dan anpgota Draf SK panitia
6 [Membuat draf SK Panitia kegiatan beserta jabatannya 3 Jam kegiatan
pada kegiatan

sosialisasi




FROSEDUR SOSIALISAS] DAN FASILITAS! PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitla Kegiatan| Kepzla Dinas Kelengkapan Waktu Dutput
L 1 [ 3
] ) Draf SK panitia " .
7  |Membuat SK panitia kegiatan kegiatan 1 Jam SK Panitia kegiatan
I=== ,l = ?=% Surar
Membtfat pengajuan pesanan/kontrak Kerangka Acuan pesanan/kontrak
melalui  pejabat pengadaan dengan . atan pengacdaan
. Kerja [KAK) & .
8 |penyedia jasa tempat pelaksanaan 7 Hari belanja sewa
N ; rencana anggaran
sosialisasi  fasilitasi  pembentukan biaya (RAB) bangunan gedung
kawasan perdesaan ¥ tempat pertemuan
melalut E-Catalog
h F L 4 L
Membuat surat petmanggilan peserta .
9 |kegiatan sosialisasi fasilitasi ::;:E;’:iawa 1 Hari s‘;;itt‘:‘emangg"a“
pembentukan kawasan perdesaan T p
Melaksanakan  kegiatan  sosialisasi| Rundown‘acara .
10 |fasilitasi pembentukan kawasan soslalisasi dan 1 Hari Laporan hasil -
dokumen terkait kegiatan
perdesaan
lainnya
- Jumlah peserta
Menyusun laporan hasil kepiatan X . 4 X sosiallsasi
11 |sosialisasi  pembentukan  kawasan Laporan kegiatan 2 Hari - Data fasilitasi -
perdesaan pembentikan
i T 1 TGiA1ak peserta ——
- juthlah pese gt
Melakukan Ewaluasi pasca kepiatan soslalisasi IL;::;::::;:::S[
12 |sosialisasi  pembentukan  kawasan - Data fasilitasi 1 Harl P
desaan } petnbentukan kawasan perdesaan
per | yang sudah dibentuk

kawasan nerdesaan




PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Panitia Kegiatan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan monitoring dan evaluasi luenr::]::nf:::;t:m Laporan hasil
13 |hasil kegiatan sosialisasi pembentukan P 3 Hari monitoring dan -
kawasan perdesaan haweoan, pardevan evaluasi
yang sudah dibentuk
_— . - Laporan hasil Pelaporan
14 Me]a.por.kan Kepada plrerlnan hai monitoring dan 30 Menit  |monitoring dan
monitoring dan evaluasi . .
evaluasi evaluasi
Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pravinsi Kalimantan Tengah,
W S




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.IIT/04/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RARTINITENS Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM,
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan,

3.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan tidak dilaksanakan sesuai
SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Nama SOP PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN

Kualifikasi Pelaksana

Mengetahui dan memahami peraturan tentang pembentukan pelaksanaan kegiatan
sosialisasi/penyuluhan

1.

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISAS]/PENYULUHAN

Pelaksana Mutu Baku
o Kegiata Keterangan
N eglatan Ketua Tim Kepala Bidang | Pelaksana | Panitia Keglatan | Kepala Dinas Kelenghkapan Wwaktu Output erang
. Dokumen Draf Kerangka
Menyusun perencanaan kegiatan ( } .
1 Sosialisasi/Penyuluhan Perencanaah 2 Hari Acuan Ketja -
Anggaran {KAK)
Perencahaan kegiatan Dokumen Kerangka Acuan
2 . Perencanaan 2 Hari
Sostalisasi/Penyuluhan Kerja (KAK)
Anggaran
b Terkonfirmasi
3 Koordinasi tempat pelaksanaan " Keranpka Acuan 1 Harl tempat
Sosialisasl Kerja (KAK) pelaksanaan
kegiatan
Tata tertib dan
Menyusun rundown acara pedoman Rundown acara
4 ) ) 3 Jam e
sosialisasi/penyuluhan pelaksanaan sosialisasi
kegiatan
- Sambutan
‘ X l l pembukaean dan
Membuat  surat permohenan penutup
Rundewn acara ,
S [narasumber , pembawa acara, sosialisasi 1 Hari - Laporan
sambutan dan laporan panitia osé panitia
pembukaan dan
l penutupan
MNama penanggung
jawal, ketua dan Praf SK panitia
6 ]Membuat draf SK Panitia kegiatan anggota beserta 3]am |kegiatan
I jabatannya pada sosialisasi
— keglatan sosialisas)
SK Panitla
7 |5K panitia kegiatan . DrafSK panitla 1]am kegiatan
> kegiatan sosiatisasi A
. sosialisasi
{ J Nota/kuitansi
Membuat nota/kuitansi " pembayaran
> » sewa tempat
8 petmbayaran sewa aula/gedung Kerangka Acuan 7 Hari laksanaan
tempat pelaksanaan kegiatan | Kerja (KAK) & RAB peta ]
cy kepgiatan serta
scria nota konsumsi kegiatan + s
lonsumsi
keplatan




Membuat surat pemanggilan i i s surat
9 |peserta kegiatan FGD Ketahanan sostallsasi 1 Hari pemanggilan
Masyarakat — peserta
Rundown acara
10 Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan 1 Harl Laporan hasil
Sosialisasi/penyuluhan dokumen terkait kegiatan
v lainnya
1 Laporan hasil kegiatan Laporan hasil 1 Hari - Jumlah peserta
Sosialisasi/penyuluhan I kegiatan - Notulensi
i *
12 Melakukan Evaluasi pasca - Jumlah peserta 1 Hari Peserta yang
kegiatan Sosialisasi/penyuluhan - Notulensi memahami
| L hasil
13 Melaksanakan monitoring dan Peserta yang 3 Hari ;;;I::m sdan
evaluasi hasil keglatan sosialisasi memahami Euilean 8
o Laporan hasll Pelaporan
14 Melapor_kan kepads PRpnan monitoring dan 30 Menit monitoring dan
monitoring dan evaluasi caliiagl cudlnast
Kepala Dinas

emberdayaan Masyarakat dan Desa
[ Kalimantan Tengah,

gﬂ?ﬁ;ﬂwma Muda
~197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.IV/01/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 15 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |15 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Disahkan Oleh

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana
1, Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatinan pemberdayaan
masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
a 1]
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelenghkapan Wakin Output
Menyusun kebutuhan pelatihan Dokumen . Kerangka Acuan
1 |pemberdayaan masyarakat dalam upaya Perencanaan Anggaran 2 Hari Kerja (KAK) -
peningkatan ekonomi keluarga g8 }
Mencari tempat penyelenggaraan 3 .
pelatihan pemberdayaan masyarakat Kerangka Acuan Kerja . Terkonfirmasinya
2 ; . 1 Hari ternpat pelaksanaan -
dalam upaya peningkatan ekonomi (KAK) ;
kegiatan
keluarga 1
Terkonfirmasinya . SK Panitia
3 |Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari
] Penyelenggara
kegiatan
‘ , 4 Susunan acara
i pelatihan
Menyusun rundown acara pelatihan SK Panitia pemberdayaan
4 |pemberdayaan masyarakat dalam upaya 3Jam -
Penyelenggara masyarakat dalam
peningkatan ekonomi keluarga I .
upaya peningkatan
ekonomi keluarga
Susunan acara
| J pelatlhan Surat permintaan
Membuat surat permintaan peserta pemberdayaan . peserta pelatiban dan
5 . j 7 Hari
pelatihan dan permintaan narasumber masyarakat dalam permintaan
upaya peningkatan narasumber
ekonomi keluarga
{ Susunan acara
Membuat usulan  kontrak dengan pelatihan dan surat
6 |penyedia jasa tempat pelaksanaan permintaan peserta 1 Hari Surat usulan kontrak -
kegiatan {hotel] pelatihan dan
narasumber
Mempuat surat pemanggilan peserta Susunan acard ) Surat pcmanggﬂan
7 |pelatihan dan narasumber yang telah X 7 Hari peserta pelatihan dan -
\ pelatihan
diusulkan narasumber




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Paniti Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana " Kelengkapan Waktu Output
Penyelenggara
Susunan acara
4 pelatihan dan surat Laporan persiapan
Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggilan peserta 1 Hari pelaksanaan -
pelatihan dan pelatihan
narasumber
S
Melaksanakan pelatihan pemberdayaan Y usu:l'ianacara
masyarakat dalam upaya peningkatan prladanan 3 Hari Laporan kegiatan -
¥ a. % paya: B dokumen terkait P &
ekonomi keluarga .
lainnya
. Pel .
Melaporkan kepe_ada pimpinan hasil Laporan keglatan 15 Menit elaporan hasil i
pelaksanaan pelatihan kegiatan

Kepala Dinas
berdayaan Masyarakat dan Desa
i Kalimantan Tengah,

YAWAN, S.IP., M.IP
. '_" ma Utama Muda
NIP, 197005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.IV/02/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PASHNAR Oveh Provinsi Kalimantan Tengah
PELATIHAN PENGEMBANGAN UNIT USAHA BUMDES BERBASIS
BID
IDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA Nama SOP POTENSI LOKAL DESA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang | 1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengembangan unit
Badan Usaha Milik Desa usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi
4, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Unit Usaha BUMDes|Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Berbasis Potensi Lokal Desa tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan
tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ti -
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Waidtu Output
Menyusun kebu.tuhan pelatihan Dokumen ' Kerangka Acuan
1 |pengembangan unit uwsaha BUMDes Perencanaan Anggaran 2 Hari Kerja (KAK) -
berbasis potensi lokal desa erencanaa ggara )
. 4 .
Menc‘arl tempat penyelepggaraan Kerangka Acuan Kerja . Terkonfirmasinya
2 |pelatihan pengembangan unit usaha (KAK) 1 Hari tempat pelaksanaan -
BUMDes berbasis potensi lokal desa I kepiatan
L 2 Terkonfirmasinya 5K Panitia
3 |Membuat SK Panitia Penyelengpara tempat pelaksanaan 1 Hari
. Penyelenggara
kegiatan
; + Susunan acara
Menyusun sundown acara pelatihan - pelatihan .
SK Panitia pengembangan unit
4 |pengembangan wunit usaha BUMDes 3 Jam -
berbasis potensi lokal desa I Penyelenggara usaha BUMDes
P berbasis potensi lokal
desa
Susunan acara
L peiatihan Surat permintaan
< Membuat surat permintaan peserta pengembangan unit 7 Hari peserta pelatihan dan
pelatihan dan permintaan narasumber usaha BUMDes art permintaan
berbasis potensi lokal narasumber
desa
+ Susunan acara
Membuat usulan konirak dengan pelatihan dan surat
6 [penyedia jasa tempat pelaksanaan permintaan peserta 1 Hari Surat usulan kontrak -
kegiatan (hotel) pelatihan dan
narasumber
w
? Membuat surat pemanggilan peserta Susunan acara - Hari Surat pemanggilan A

pelatihan yang telah divsulkan

pelatihan

peserta pelatihan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Paniti Keterangan
; : itia
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Waktu Output
X Surat i
Membuat surat permintaan tenaga Susunan acara : i permli?taan
8 . 1 Hari tenaga pelatih/
pelatih /narasumber pelatihan
narasumber
Susunan acara
+ pelatihan dan surat ;
emanggilan peserta SAICAG DUt
9 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan ESHA 1 Hari pelaksanaan -
pelatihan dan "
: pelatihan
permintaan
narasumber
Melaksanakan pelatihan pengembangan L4 S\;r:t?;:na;:;a
10 |unit usaha BUMDes berbasis potensi P . 3 Hari Laporan kegiatan
dokumen terkait
lokal desa ;
lainnya
£ hasi | g
1 Melaporkan kep:flda pimpinan hasil Laporan kegiatan 15 Menit Pe ;?poran hasil i
pelaksanaan pelatihan kegiatan
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
insi Kalimantan Tengah,
/ .-'_1_.':, i
\ f\,i \ / _. : /
\7 N\, /1. ARYAWAN, 5.IP,, M.IP
Y Pembinattama Muda

-V NiPi197005142006041010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP SOP/BID.IV/03/DPMDes/2025

Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

aibonaibinnd Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

2.

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keungan BUMDes tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang
diharapkan

Nama SOP PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan
BUMDes berbasis potensi lokal desa

Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
Ketua Tim Kepala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Waktu Output
1 Menyusun kebutuhan pelatihan Dokumen 2 Hari Kerangka Acuan 3
pengelolaan keuangan BUMDes Perencanaan Anggaran Kerja (KAK)
X L i L
Mencfm tempat  penyelenggaraan Kerangka Acuan Keria ) Terkonfirmasinya
2 pelatihan pengelolaan kevangan (KAK) 1 Hari tempat pelaksanaan -
BUMDes T kegiatan
Y Terkonfirmasinya SK Panitia
2 |Membuat SK Panitia Penyelenggara tempat pelaksanaan 1 Hari
h Penyelenggara
kegiatan
l h 4
Susunan acara
Menyusun rundewn acara pelatihan 5K Panitia pelatihan
4 3Jam -
pengelolaan keuangan BUMDes l Penyelenggara pengelolaan
kewangan BUMDes
1 Susunan acara Surat permintaan
Membuat surat permintaan peserta usur . |peserta pelatihan dan
5 . j pelatihan pengelolaan 7 Hari .
pelatihan dan permintaan narasumber permintaan
keuangan BUMDes
narasumber
1 Susunan acara
Membuat usulan kontrak dengan pelatihan dan surat
6 |penyedia jasa tempat pelaksanaan Jpermintazn peserta 1 Hari Surat usulan kentrak -
kegiatan (hotel} pelatihan dan
narasumber
w
7 Membuat surat pemanggilan peserta Susunan acara 7 Hari Surat pemanggilan }

pelatihan vang telah diusulkan

pelatihan

peserta pelatihan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panitia Keterangan
K i K i k t
etua Tim epala Bidang Pelaksana Penyelenggara Kelengkapan Waktu Outpu
v
. Surat permintaan
Membuat surat permintaan tenaga Susunan acara - :
B : 2 1 Hari tenaga pelatih/
pelatih/narasumber pelatihan
narasumber
Susunan acara
L 2 pelatihan dan surat Laporan persiapan
9 |Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan pemanggilan peserta 1 Hari pelaksanaan -
pelatihan dan pelatihan
narasumber
¥ Susunan acara
Melaksanakan pelatihan pengelolaan pelatihan dan ;
w keuangan BUMDes dokumen terkait Sk Laparam keglatan
lainnya
Mel impinz i il
1 elaporkan kepada pimpinan hasil Laporan kegatan 15 Menit Pelaporan hasi i

pelaksanaan pelatihan

kegiatan

i 'l;lrﬁma Muda
7005142006041010




Nomor SOP SOP/BID.IV/04/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |12 Februari 2025
Disahkan Oleh Kepqla _Dmafs Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA Nama SOP PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA BUMDES

Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 135 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Hasil Pemeringkatan Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Keterkaitan

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba BUMDes tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang pelaksanaan kegiatan lomba BUMDes

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Regulasi/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
2. Alat Tulis Kantor

3. Laptop/Personal Computer

Pencatatan dan Pendataan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pelaksana Ketua Tim Kepala Bidang Tim Penilai Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Mengirim surat ke Kabupaten {Bupati) Surat pemberitahuan . .
1 |tentang pemberitahuan lomba BUMDes lomba BUMDes 1 Hari Bukti tanda terima -
. o - L surat
tingkat provinsi tingkat provinsi
Menerima data dari kabupaten tentang
2 calon peserta lomba BUMDes Bukti tanda terima 50 Hari Data calon peserta )
(T kabupaten 1 BUMDes] beserta surat lomba BUMDes
dokumennya !
3 Membuat SK Tim Penilai lomba Data calon peserta 1 Hari SK Tim Penilai .
BUMDeas lomba BUMDes Lomba BUMDes
|
¥ .
Melakukan verifikasi dokumen lomba Dokumen lomba : L.ap.oran .hasd
4 BUMD BUMDes 7 Hari  |verifikasi dokumen -
e ! lomba BUMDes
¥ } .
Melaksanakan penilaian lomba l"‘“’f’m“ Ihasﬂ Laporz.m hasil
5 BUMDes verifikasi dokumen 30 hari |penilaian di -
lomba BUMDes lapangan
Merekapitulast hasil penilaian lomba : Laporan hasil . Rekgp?tulam
6 BUMDe enilaian di lapangan 3Hari | penilaianlomba )
s P panga BUMDes
Tidak
Rekapitulasi penilaian . |Daftar pemenang i
7 |Menentukan pemenang lomba BUMDes lomba BUMDes 1 Hari Jomba BUMDcs




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pelaksana Ketua Tim Kepala Bidang Tim Penilai Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
4

FEmuish SK.pemenang iz RO Daftar pemenang . |SK pemenang lomba

8 |dan mengajukan SK ke Gubernur 14 Hari -
. lomba BUMDes BUMDes

Kalimantan Tengah

Menerima SK pemenang lomba

BUMDes dan membuat surat kepada I' b J l SK pemenang lomba Si:ﬁf:{ﬁintrim;sal
9 |pemenang lomba untuk BUMDes yang telah 2 Hari pen unaanpua f: -

menyampaikan proposal penggunaan ditandatangani P gg 8

2 hadiah
uang hadiah
Surat permintaan y

Menyampaikan hadiah (uang el pembuatan proposal BukFl pedyalurad
10 = > 2 Hari  |hadiah kepada -

pembinaan) kepada para pemenang penggunaan uang

hadiah PR
i Laporan pertanggung

Mc.nerlma .lapcran PeFLangEung jawaban hasil . |Disposisi dan tindak

11 |jawaban hasil penggunaan bantuan 1 Hari : -
: binaan dari para pemenang penggunann bantan e
NRDE PR uang pembinaan
epala Dinas

aberdayaan Masyarakat dan Desa
iyk[{alimantan Tengah,
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